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ABSTRAKSI

DAMPAK KONFLIK AMBON TERHADAP UPAYA MENARIK INVESTOR
ASING KE PROPINSI MALUKU. SUNARD! IDRIS : Dibimbing oleh Bapak Drs.
H. Husain Hamka. MS Selaku Pembimbing I dan Almarhum Drs. Mulyadi Sukardi,
M.si, yang telah digantikan dengan Bapak Muslimin, S. Sos Sebagai Pembimbing II.
Fakultas lmu Sosial dan Hmu Politkk Program Studi Hubungan Internasional
Universitas “45” Makassar.

Pembahasan Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan secara
deskriptif dan komparatif tentang dampak konflik Ambon terhadap investasi asing di
Propinsi Maluku berdasarkan kondisi di masa damai dan kondisi dimana Propinsi
Maluku dilanda konflik hingga sckarang. Dalam Pembahasan peniliian ini pula
peneliti menggambarkan tentang upaya dan langkah — langkah pemerintah Propinsi
Maluku untuk menghadirkan dan meningkatkan investasi asing di Propinsi Maluku
serta kendala — kendala yang dihadapi..

Tipe pcncliﬁan yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif eksplanatif.
Jenis data yang digunakan ini adalsh data primer yang penulis peroleh langsung dari
.. sumber pertama selama proscs bcm'litian, dan data sekunder yang telah disiapkan olch
bcbagm instansi atau instiﬁxsi .yang mempunyai relevansi dengan penilitian ini.
Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : (a) studi literatur
dan (b) studi lapangan / wawancara. Data yang telah penulis peroleh dalam penilitian
ini selanjutnya dianalisé, secara kualitatif.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu daerah tentunya diperlukan
suatu kondisi yang aman dan stabil, ini menjadi faktor penentu yang tidak bisa
dibantahkan. Propinsi Maluku sebagai salah satu dacrah yang juga sangat tergantung
atas masuknya penanaman modal asing, beberapa tahun yang lalu dihadapkan




dengan sebuah peristiwa kemanusiaan/konflik Ambon yang cukup dhasiat. Peristiwa
yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Propinsi Maluku, menyebabkan
dampak aktifitas perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di propinsi Maluku
tidak dapat berjalan dengan lancar, bahkan sebagian perusahan telah ditutup akibat
keselamatan berusaha yang tidak terjamin. terjadinya kelangkaan investasi khususnya
investasi asing terutama oleh karena terjdinya eksodus investor asing secara besar-
besaran ke daerah daerah lain yang dianggap aman , ini tentunya sangat berpengaruh
terhadap proses pertumbuhan ekonomi Propinsi Maluku dalam rangka menghadirkan
para investor asing yang telah kabur serta memulihkan kondisi investasi asing yang
sangat memprihatinkan ini tentunya dibutuhan kerja keras pemerintah daerah
Propinsi Maluku untuk senantiasa melakukan langkah - langkah proaktif terkait
dengan upaya pemulihan keamanan,meyakinkan dan menghadirkan investor asing
untuk tetap berinvestasi di Propinst Maluku.
) Langkah-langkah konkrit Pemerintah Propinsi -Maluku adalah dengan
mewujudimn perbaikan kembali infrastruktur dan suprastruktur perekonomian,
pemulihan kondisi keamanan dengan meningkatkan keamanan pada kawasan industri
khususpya pada perusahaan-perusahaan asing , memberikan jaminan keamanan dan
keselamatan bagi para investor asing yang telah kabur dan calon-calon investor asing
yang akan l;en'nvestasi di Propinst Maluku . 'A
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Sejarah hidup Indonesia selaku sebuah entitas nation state, secara historis
bisa dikatakan terialu panjang . Indonesia masih berada pada taraf awal, masih
berada dalam proses “in the making™. Hubungan-hubungan antara —agama dan
antara-etnis didalamnya masih belum sepenuhnya “settled”. belum dalam bentuk
yang “final”. Dalam realitasnya masih dicari hubungan yang benar-benar
mencerminkan gagasan dasar scbagaimana dirumuskan oleh “founding fathers”
republik ini.( Sumartan, 2001 : 99)

Pengalaman dari kumpulan suku dan berbagai kelompok agama menjadi
sebuﬁh kesetuan republik .masih sedikit, baru mulai éan perluh diuji oleh sejarah.
Munculnya banyak konflik, kesenjangan hubungan bahkan kecurigaan antar agama
dan antar suku yang setiap kali memunculkannya konflik. Bahkan disintegrasi
bangsa bukan ih;si yang mengada-ada. Proscs_disintcgrasi bangsa adalah ancaman.

yang amat nyata. Sebab itu,diperlukan - tempat berpiak Eersma yang bisa

memberikan prespektif guna mencropong masa depan seria melakukan lan
.g\, p

antisipasi terhadap munculnya konflik dan disintegrasi yang er sangat N

K

l
potensial tersebut. \\ - _*? g

Pada Idul Fitri,tepat 19-20 Januari 1999, konflik berdarah di Ambon, mulax
Konfik itu bukan hanya meredahmelainkan meluas menycbar ke seluruh

Kepulauan



Maluku. Sesuatu yang mengerikan , yang dalam scjarah Republik belum pernah
terjadi, menjadi kenyataan; orang Kristen membunuht orang Muslim dan orang
Muslim membunuh orang Kristen.

Bagi masyarakat yang bersangkutan, perang saudarah itu mau disebut
bagaimana — suatu malapetaka tanpa tara. Ribuan orang mati dan terluka lcbih dari
seratus ribu pengungsi, kota-kota dan kampung-kampung hancur, dasar ekonotti
pun hancur. Ratusan tahun lamanya orang-orang Maluku yang memang berjiwa
prajurit dapat me-manage kehidupan bersama dengan cukup damai. Sekarang
hubungan sosial itu hancur, diganti olch rihilisme kebencian dan cmosi deadam.

Sekarang konflik Maluku mengancam eksistensi bangsa Emosi-eitiasi
dalam masyxmkxt—yang mendengar bahwa saudare-saudara mcka dibantai-sudah
sulit ditahaa. Knlau konflk yang terus merambat dari Ambon ke Seram, ke Maluku
WT«M&B@&&M&S&MVWW&RW
melugp ke propinsi-propinsi lain akan teqjadi situgsi nasional yang
mmmmmmmommmm

; _Siapap«n d:a, apabila dengan cermat mendengar dan membaca berita
wnmughonﬁikdihﬁ!uku&nmukuma&wwﬂgmkcmm
| kerusuhan, pasti tidak percaya , dan didalam lubuk hatinya yang paling dalam
mengatakan Maluku telah hancur, Ambon bukan lagi Ambon Manise tapi Ambon
hangus. Matuku yang teckenal dengan seribu pulau itu bukan lagi daerah “simbol
kerukunan” antar umat beragama , tapi scbaliknys berubsh menjadi dacrah “simbel

perpecahan” antar umat beragama. Kini yang tersisak, puing-puing gedung yaug




Iy O S S S RS (LS VRO, (. (NURVI (S (RS PYRE T
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kesehatan yang buruk, dan trawma psikologt yang mereka alami. Dan yang paling
parah adalah yang menjadikan konflik berkepanjangan yaitu masing-masmg
kelompok memaka nama “agama’ sebagai alasan untuk berperang.

Upaya perdamaian bagi kedua belah pilak, sekan-akan hanys dijadikan
“waktu istrahat” dan kesempatan untuk menyusun kekuatan serta strategt baru
untuk kemudian melanjutkan pertikaian itu “perang sipil’. Sampai axhiraya
pemerintzh memberlakukan wilayah Maluku dan Maluku Utara sebagat darurat
sipil.

Kondisi dan situasi ini secara otomatis sangatlah berpengarul terhadap
pembangunan di berbagai sektor |, terutama yang berkaitan denpgan pembanguaan
ekonomi. Akibat — akibat' konflik yang ter}adi adai&ﬁ pusaépusai perdégaﬁgaﬁ dan
perindutrian yang dulunya sangat ramal &’ damai, kini tuggal puing-pung
bangunan yaag telak hangus terbakar dan sebagiannya telak menjadt tempat-tempat
yang rawan dan menyecramkan. Koadisi ckonomi Ambon scmakin parak lagi
ketika investo&inves;or asét;g secaca bertahap meninggalkan Maluku dan mencati

daccahdacrah yang lebit berprospek s tentunya memiliki stabilitas politi

keamanan.
Terbukanya investasi akibat otongmi, olch dunia usaha disamb t atif

Baayak dacrak di ladonesia menawarkar segala poteasi dar keawda%ﬁ% untuk

menarik para investor asing menanamkan modalnya. It terlihiat dengan tawaras-




tawaran cksploitasi sumber daya alam, intensifikasi, ataupun investasi baru. Yang
diharapkan akan mendorong perekonomian daerahr.

Salah satu konsekuensi ditcrapkaanys otonomi dacrah, setiap dacrah tidak
boleh terlampau menggantungkan diri kepada subsidt pemerintah pusat. Mereka
harus berfikir dan betjuang keras bagaimana menghidupi  “ditinya scadiri” Salah
satu alternatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah menggalakan
pmtkgmmiandanpnindumiandmah,mmsukdidaimyaadaiahmgmdmg
investor asing. Akibatnya, setiap dacrah harus saling berssing dengan daerah
lainnya dalam upaya mmﬁk-pammmmodaidalamucgcdmwhasing.
Maka, masing — masing dacrah harus bersaing memberikan kemudahan dan
kenyamanan  lingkungan berusaha kepada para mvestor tersebut. Di sisi lam
Kcmdxsz Palitik dalam negert suétu negara atau suatu daerah, ménjadi pemmhamgan
bagi para investor untuk meranamian modalnya. Hal ini trocrmin dari besarnya
pengaruh berbagai kerusuhan dan tindskan kekerasan yang terjadi di berbagai
maupun asing .

Paradigma baru system penyclenggaraan pcmcnmah, pclaicsanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarskat dalam karangka Otonomi Daemh
telah menimbulkan perubatan yaagsignifikan terhadap tugas daa fuagst
Pemerintah Propinsi Maluku di Bidang Penanaman Modal. Menyikapi hal tersebut,

Pemerintah Propinsi Maluku bersamam-sama. dengan DPRD Propinsi Maluku telah




menctapkan Peraturan Dacrali Nomor 02 Tahun 2001 teutang Pembentukan
Organisasi dan Tata Ketja Lembaga-Lembaga Teknis Daeralt Propinsi Maluku.
Pada pasal 24 dan 25 Peraturan Dacrak tersebut ditetapkan bahwa Badan
Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Maluku mempunyai tugas membantu
Gubemmur Datam Penyelengaraan Pemerintah di Bidang Peranaman Modal.
Penanatnan modal Dalam Negeri dan Modal Asing diupayakan untuk
mendorong dan memaca pertumbuhan dan pemerataan ckonomii, meningkatkan
peran aktif mayarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperiuas usaha dan
lapangan kex}& Kemudahan dan iklim investasi yang lebi menank ewus
dikembangkan .
B. Batesan dan Rumusan Masalah
-1. Batasan Mh ‘
Dalzm rengka pencapaian tujuan-tuuan ekonomi serta kesgjahtraan
masyarakat tentu suatu dacrah memerlukan schuah keadaan yang aman dan damai,
hél ini sudah mergpakan persyaratan mutlak untuk pembragunan pada suata dacrat

terutama beﬂwhxmgan dengan pembangiman ekommi serta peningkatan investast

asing yang dalam konteks i adalah Propiast Maluku

/ .‘F" ¥ ¢

Salah satu dampak kenflik Ambon yang cukup berat d!ra;&%&&ﬁ eica
ff’
pemerintak propiast saat ini adalah bagatmana menciptakan langkah—laugkah at&u” 3

kebijakan yang dapal merangsang masuknya invester asing serd mew;stakm
situzsi veng mampu meyakinkan parz investor asing untuk kembali lagt

berinvestasi i Prepinsi Maluku, maka dengan demikian peran Pemcrinia seria



kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan. kedua unsur inilah yang nantinya
menentukan masa depan perekonomian propinsi Maluku . Penelitian int akan
dibatasi pada upRyR —UpayR penmm propinsi maluku untuk mengatast
kelengkaan investast asing yang diaksbatkan oleh konflik .
2. Rumusaa Masalah
Penulis merumskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagat
berikut :
a. Bagaimana pengaruh kouflik Ambon tethadap investast asing di
Propiasi Maluku ?
b. Upaya apakah vang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Maluku
mm BKPMD dalam rangka menghaditkan investor Asing ?
C. Tujuan dan Kegunaan Pene!iﬁén —
1. Tujuaa Peaclitian
a. Menggambarkan pengarul konflik Ambon terhadap investasi asing di
b. Mengetahm upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Propinst
Maluky dalam rangka menarik investor Asing . '
2. Kegunaan Penelitian
Penclitian ini dilrapkan berguna scbagai -
z Memberikan koutribusi bagi pengembangan thuu hubungan

pengarubutya terhadap investasi asing.




b. Masukan bagi pemedntzh dactah maupun pemerintah pusat dalam
pembuatan  kebijakan ataupua langkah — langkah taktis vang tentunya
berhulnmgan dengra koufitk dan mvestast asimg.

c. Masukan bagi para investor-investar asing, pelaku-pelaku bisnis lokal
maupun intcmmasional.

d. Salah satu syarat uatuk meavelesatkan studi pada Program Studi Hmu
Hubraagza Intermasional FISIPOL Universitas “45” Makassar.

D. Karangka Konseptual

Konflik adalah segala bentuk intcraksi yang bersifat oposisi atau suatu
interaksi yang bersifat antagonistis (berlawanan, bertentangan atau berscbrangan).
Konflik terjadi karenz perbedaan, keserjaugan 4&« kelaugkaan kekuzsaan |,
pcrbodazn atu kelangkaan posisi sosial dan posisi sember daya sty karona
discbabkan system nilai dan penilaian yang berbeda secara ckstrim.

Sedangkan mengutip defenisi konflik vang diambil dani peadapat Wese dan
Becker dalam Rusdi { 2002 Ymenyatakan, konflik afau Mgan adalak prases
tujuannyz dengan jalan mencotang pihak lain yang discrtai dcnganancamanatau.
kekerasan. |

Konflik dapat terjadi antara individu-individu, aatars kelompok-kelompak
bermpegang pada pandangan yang sama sckali bertentangan satu sama lain, dan
mereka tidak pernah berkomproai, dsn nwsing-masing menarik kesimpulan-



kesimpulan berbeda-beda, dar apabila mercka cenderung bersifat tidak toleran,
maka dapat dipastikan akan timbulnya konflik tectente.

Kocdlik didefinisikan scbagai pertentaagan yeug bersifat laugsung dan
disadari antara individu-tndividu atau ketompok-kelompok untuk mencapat tujuatt
yang sama. Kekalahan fikak lain dianggap sangat peating dalam mencapai tguan.
Dalam konflik, orientasi kearah pihak lawan lebik penting daripada abjek yang
hendak dicapmi. Dalam kenyataan, karens berkembangnya asg kebencian yaag
makin mendatam, pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan fihak
lawan yang dibadapi jauh lebik penting.

Para ahli terbagi kepada 4 (empat) aliran mengenai kouflik int. Alteant

' karenanys harus ditindaci, alira kedua yaitu alitan - .
ymgbawg@;m&hm@aﬂ&&wb&ﬁmmww&wdﬁéa&d
dan skan selale ads dalam suatu kelompok atau organisast dan i (konflik} tdak
perdu ditskuti den konflik depst mempumysi kekusten potensial didalam
menetapkan kinerja kgicrmpok, sedangkan alivan ketiga yaitu afiran antar akst yang
mengatakan bakwa korflik terscbut sangat dibutubkan keberadannya dalam suatu
organisasi (bisnis maupun non bisnis) guna meningkatkan cfektifitas dan cfesienst
orgauisast , dan alitan yang keempat adalek aliven radikal yang beranggapea batvwa
kontlik merupakan cara untuk melembagakan perubaban yang radikal.

baru ini dinystakan olch pemerintah berdasarkan pengamatanayz datt ASEAN




bahwa Indonesia relative paling aman di scluruh Negara-ticgara ASEAN Hal ini
mempunyai efek positif uatuk pembangunan atau pertumbuban ckonomi.

Secara singkat, “pertumbuban ckonomi™ adalzh proses kenaikan output per
kapita dalam jangka panjang. Petumbuhaa ekonomi adalzh suatu “proses”, bukan
suatu gambaran ckonomi pada suaty saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari
suatu perckonomian, yaitw melihat bagaimana suatu perekongmian berkembang
atau berubak dad waktu ke waktu..

Pertumbuhan ckonomi berkaitan dengan kenaikza,”cutpat per kapita”.
Disini jelas ada dua sisi yang perlu dipethatikan, yaitu sisi output totalaya (GDP)
dan sist jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan qutpat perkapita, tidak biss tidak,.
Harus diznaliss dengan jalan melihat 2p2 yeng terjadi dengan output total di satu
pibiak dan jumlah penduduk di pikak laic. ' ' '

Aspek yang ketiga dori defenisi “pertumbuban ckonomi” adelah prespektif
waktu jangka panjang. Kensikanr output per kapita selama satu atau dua tahun, vang
- ckonomi. Suate pemkqmmian tucnbuk apabilah dalam jangka waktu yaag cukup
lama (10, 20 , atau 50 tahun, ata bahkan lebik lama lagi) mengalami kenaikan
autput per kapitz. Tentu sajz bias tegjadi bahwa pada satu takun, qutput per kapitz
merasct {misalaya, karma kegagalan pancn). Tetapi apabila sclama jangka waktu
yaag paajang tersebut autput per kapita menumjukan kecendrungan yang jelas
untuk menaik, maka kita ketakan bahwe perturmbuban ckonomi tetjadi.



Makna perspektif jangka panjang mt
Beberapa ekonom berpendapat bahwa adanya kecendrungan yang jelas uatuk
menaik, maka kita katakan bahwa pertumbuhan ckonomi terjadi. Beberapa ckonom
berpendapat bahwa adanya “kecenderungan” bagi output per kapita saja tidaklah
cukup. Mercka membenkan persyamatarn | yang lebih  ketat  kepada
pengertian”pertumbuhan ekonomi”.

Pertumbuhan ckonomi, menurat tafsiran ini dikatakan terjadi apabila ada
kecenderungan (output per kapita untuk naik) yang bersumber dari proses tntern
perckonomian tersebut. Jadi kecenderungan terscbut, menuryt persyaratan ini,
haruslah t;erasal dari “kekuatan” vang berasal dari dalam perekonomian sendirt,
bukan berasal dari :luar yang bersifat scmentara. Istilahnya, proses pertumbuban
ekonomi harus bersifat self-generating, yang berart-i bahwa proses pertumbuhan itu
sendii menelorkan kekustan atzu “momentum” bagi timbulnya kelanjutan
pertumbuhan tersebut dalam periode-periode sclanjugnya. Persyaratan ini mungkin

agak terlalu ketat. Tetapi apabila dipenuhi, maka kita bisa yakin bahwa kenatkan
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Pikiran Restow Dalam Mansoer { 2001 ) pada dasarnya dikeﬁiﬁanéiéan

output per kapita teréebut akan merupakan proses jangka panjang.

dalam konteks perang dingin serta membendung pengaruh sosialisme. tentang
pertumbuhan ckonomi pada dasamya merupakan sebush wversi dari teeri
moderinisasi dan pembangunan. Yakni teori yang meyakini bahwa faktor manusia

{(bukan struktur dan system) menjadi fokus utama perhatian mereka.




Saling ketergantungan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain di
dunia ini merupakan realita vang harus dihadapt oleh semua Negara. Untuk
memenuhi kebutuhannyr masing-masing maka tegjalinlab suatu kegjasama di aatara
Negarz dalam berbagai bidang kehidupan Mengenai kerjasama intemasional
Kopesnadi dalam Resdi (1993 :117 )mengemukabon bsbwa “Kerjasama
Internasional dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan, akibat
adanya hubungan interdependensifsaling  ketergratungan  dan  bertambah
kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. |

Keterkaitan antara perdagangan luar negeri dalam pembangunan ckeonomi
dan dalam usahanya meningkatkan kescjahtrasn masyarakat teleh dikemukakan
oleh Ricarde, Smith, dan mdalmkgsda( 1993 : 118 ) schagai berikut :

.. bahwa perdagangan luar negeri dapat membenkan beberapa sumbangan
yang pada akhimya akan mampu memperlaju perkembangan ekonomi suatu
Negara... keuntungan lainya dari hubungan ekonomi dan perdangan luar
pegeri yaitu memungkinkan suatu Negara memperiuas pasar dari hasil-hasil
produknya dan memungkinkan suatu Negara tersebut menggunakan
teknologi tersebut yang lebih baik keadasnya dari pada yang terdapat
didalam negeri. .

Perdagangan internasional merupakan suatu aspek yang penting dalam

melakukan suatu kerjasama ckonomi internasional. Panglaikim dalam Rusdi
(1993 :118 ) memberikan kejelasan tentang pentingnya perdagangan internasional
Aktivitas kerjasama ckonomi internasional itu sendiri meliputi selurub kegiatan

perekonomoian yémg dilaksenakan antara Negara mavpun individue dari suate
Negara dengan Negara-negara lainya Dua aspek penting adalah perdagangan dan

investast.




Peranan suatu Negara dalam perdagangaa mtemasxeml dapat menentukan
pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan suatu Negara. Hal im
tentn saja harus melalui perpatwran dan pengarshan pemenimiah  berupa
kebijaksanaan pemerintah dibidang perdagangan luar negeri: harus tert#jﬁ pada
peningkatan nilai dan volume perdagangan yaag cepat sekaligus mengusahakan
supaya scktor perdagangan dapat berfungsi sebagai penggerak  dalam
i;embaaguaan. “Interdependensi” bidang ekonomi adaleh salzh satn dari kondudsi
dasar kehidupan internasional, tidak satupun negare dewasa ini secara ekonomi
dapat berdiri seadiri — seadind dalam mngka untuk mempertabankan kelangsuagan
hidupnya. '

. Kena sama dalam pembangunan ekonomi dewasa ini merupakan tujuan
utama setiap Negara, karena setiap Negara memeliki keterbatasan sumber daya,
kemampuan administrasi dan ketrampilan tekaik. Dengan demikian maka
timbulaya ketergantungan antar Negara, yang berarti bahwa untuk memenuhi
aspirasi dan kebutuhan domestik, ngéra harus berintrakst .dengazz Negara-negara
Jainya _ o

Madal merupakan salzh satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Menurut
Paul Krugman, dalam dalam Jatmika ( 2001 ) menggamarkan bahwa angka
pertumbuhan perckonomian Asia menakjubkan sebetulnya diderong oleh
masuknya modal asing. Negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia

biasanya memiliki problem dasar berkenzan dengan kelangkaan modal




pembangunan Artinya, jika Indonesia ingin meraih kembali pertumbhan
ekonomunya, harus berupaya menarik modal asing.

Isu penanaman modal asing dewasa ini scmakin ramai dibicarakan. Hal ini
mengingat bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional dibutuhkan banyak
dana. Dana yang dibutuhkan investasi tidak mungkin dicukupi dari pemerintah dan
swasta nasional. Sehingga kesenjangan tersebut dapat ditutupi dengan tabungan
luar negeri. Adapun tabungan asing itu ada dua yaitu, pinjaman atau kredit dan
penanaman modal langsung pada dasamya investasi berarti suatu aktivitas ekonomi
yang hasilnya baru bisa dipetik dimasa yang akan datang.

Jadi _dapat dikatakan bahwa kegiatan investasi adalah suatu kegiatan yang
berusasha menanamkan sejumiah modal dengan didukung oleh faktor-faktor
'ptoduksi lainya untuk mémpemieh hasil yang semaksimal mungkm dlmasa yang -
akan datang. Suatu kegiatan investasi akan memberikan kepada porusahaan
tambahan hasil penjualan bila investasi ini dapat membuat perusahaan menjual
produknya dalam jumlah yang besar atau memproduksi produk-produk dengai
harga yang lebih murah. Dengan defnikiah, kegiatan investasi berusaha untuk
mmkhmﬂm@mmwwmm

Menurut Swastha dalam Jatmika ( 2001 ) investasi adalah penggunaan
sumber-sumber untuk menciptakan modal yang baru. Yang dimaksud dengan
sumber-sumber disini adalah faktor-faktor produksi, misalnya sejumlah uang dapat
dibelanjakan untuk peralatan, bangunan dan persediaan. Uang yang digunakan atau
dikeluarkan untuk investasi baru terscbut akan memberikan pengaruh besar




terhadap perckonomian. Dalam kenyataan pengaruh tersebut lebith besar
dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan langsung pada investast.
Selanjutnya, Lindert dalam Jatmika ( 2001 )mendefenisikan investasi asing
sebagai suatu arus pemberi pinjaman kepada atau pembelian kepemilikan,
perusahaan luar negeri yang sebagian medalnya dimiliki penduduk atau warga
Negara dari warga Negara yang melakukan investasi.

Penyelenggaraan pemerintah Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan,
antara Pemerintah Pusat dan Daerah didalam pelaksanannya tidak dapat dilepaskan
dari penggunaan beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan (di daerah), yaitu
sentralisasi dan desentralisasi. Menurut asas pertama, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi terhadap kebijeken ditentukan oleh
pemerintah pusat. Sementara asas kedua niempunsrai banyak pengertian seperti
berikut ini.

Hoogerwéf dalam Darumurti ( 2003 : 10 )mengemukakan bahwa :

: L
Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh *
badan — badan umum yang lebih tinggi kepada badan — badan umum yang
lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasrkan . pertimbangan
‘kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemenntahan
serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu.
Lebih lanjut, mengacu pada kaidah perundang — undangan yang berlaku di
negara indonesia, asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbagi dalam 3

(tiga) asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Desentralisasi

adalah penyerahan wewnang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah




Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekinsentrasi
adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah dan/atau perangkat pusat di dacrah. Sedangkan tugas pembantu adalah
penguasaan dari Pemerintah kepada daerah dan dari daerah ke desa untuk
melaksankan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana
serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Pemahaman tentang istilah otonomi secara etimologinya berasal dan
bahasa/kata latin “Autos” yang berarti “sendiri”. Dan “Nomos” yang berarti
“aturan”. Berdasarkan etimologi kata otonomi ini, Danuredjo dalam Darumurti
{2003 : 18) memberikan arti o'tonomi scbagai pengundangan sendiri, sedang
Syariff dalam Darumurti membeﬁ arti mengatur atau memerintah sendiri.. Senada
dengan pendapat terscbut, Wajong dalam Darumurti (2003) mengemukakan
bahwa Otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan
khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan
pemerintahan sendiri. :
| Berdasarkan seiuruh uraian dan pema.haman di atas, secara éaxis besamya.
dapat dikatakan, bahwa hadimya satuan pemerintahan teritoruial yang lebih kecil
dalam wilayah negara kesatuan indonesia, yaitu Pemerintah Daerah, yang
didalamnya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya , dapat dijelaskan beberapa alasan berikut :




1.

Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modem, yang lebih
menekankan pada upaya memajukan kesejahteraan umum. Peran
demikian membawa konsckwensi pada semakin luasnya campur tangan
negara dalam mengatur dan mengurus aktivitas warga negara demi
pencapaian tujuan negara. Fakta kemajemukan masyarakat indonesia,
baik dari segi teritorial, suku, golongan, dan agama, membawa
konsekwensi kepada kompleksnya persoalan-persoalan kemasyarakatan
yang harus dipecahkan oleh negara. Kenyataan ini mendorong negara
untuk membuka jalur partisipasi masyarakat untuk ikut memikirkan dan
menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Salah satunya, yaitu
dengan memberikan keserapatan kepada satuan pemerintahan teritorial
terdekﬁ denéan rakyat, y'aitu Pemerintah i)aerah untuk terlibat-dalam
penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Dacrah
itu diberikan kewenangan-kewenangan tertentu untuk mengatur dan
mengurus aktifitas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. | |
Hadirnya otonomihd_aer.ah dapat pula didelfaﬁ dan presfektif poliﬁk
Negara sebagai organisasi kekuasaan, yang didalamnya terdapat
lingkungan-lingkungan kekuasaan, baik pada tingkat supra struktur
maupun infra struktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk
menghindari hal itu, diperlukan pemancaran kekuasaan. Pemancaran

kekuasaan negara dalam rangka penyclenggaraan pemerintahan




dilakukan dengan membentuk satuan-satuan teritorial yang lebih kecil
dan dekat dengan rakyat.

3. Dari prespektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya
kewenganan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasan dan
kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya,
merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efesiensi dan efektifitas
pelayanan kepada masyarakat demi meujudkan kescjahteraan umum.

E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang akan penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif,
yaitu menggambarkan investasi asing di Ambon sebelum dan sesudah konflik ,
sérta upaya-upaja yang ‘dilakukan olgh pémedntah Propihsi Maluku, yang
selanjutnya dikelolah secara kualitaif.
2. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, penilis akan menggunakan dua jenis data, yaitu data N

X
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primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang-penulis temu}@,nd TN

lapangan. SR 1angsung,‘ baik dari hasil telaah Pustaka maupun wawai}caxg,
Sedangkan data sekunder adalah data — data hasil olahan yang disiapkan oleh

berbagai lembaga yang terkait dengan penelitian ini.




3. Teknik Pengumpulan Data

a. Telaah Pustaka, yaitu penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan
topik
b. Penelitian Lapangan, yaitu kunjungan ke beberapa instansi/badan yang
berkaitan dengan topik penelitian, yaitu :
e Pemerintah Propinsi Maluku

e Komisi — komisi dalam DPRD Propinsi Maluku yang
pembahasannya berkaitan dengan orientasi penelitian
o Lembaga Suadaya Masyarakat yang berada di Propinsi Maluku
c. Wawancara, yaitu pengumpulan data dan informasi dari para narasumber
yang mempunyai kompetensi dengan topik penelitian, yaitu :
e Gubernur Propinsi Maluku. |
e Ketua atau anggota DPRD

e Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkompeten.-

4. Teknik Anali'sa Data

" Teknik analisis yang akan peneliti gunakan adalah teknik analisa kualit&ﬁl{;i
yaitu yang bersifat deskriptifdimana. Sebagai pelengkap peneliti sertakan pula data
kuantitatif yang terdiri dari angka-angka statistik, jika data-data tersebut memiliki

keterkaitan dengan topik penelitian ini.



BABI1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional suatu Negara-bangsa timbul akibat terbatasnya
sumberdaya nasional, atau kekuatan nasional, sehingga Negara-bangsa yang
bersangkutan merasa periu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional_ keluar
batas-batas negaranya. Kepentingan nasional adalah meliputi kepentingan :
mempertahankan kelangsungan hidup, kemerdekaan dan kedaulatan Negars,
keamanan militer, politik dan ekonomi. (Tulus Warsito,1998 : 30).

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai schubungan
dengﬁn kebumhan bangsa/Negara atau sehubungan dengan dengan hal ‘yang dicit-
citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara
semua Negara/bangsa adalah keamanan ( mencakup kelangsungan hidup rakyatnya
dan kebutuhaxi wilsyahi) serta kescjahterasn. Kedua hal pokok in, yaits keamanan
dan kesejahteman, pgsﬁ terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atay
menetepian kpeningan pasiont bagiSap Negas () . B

Oleh karena kesamaan itu, kepentingan nasional lazim diidentikan dengan
“tujuan nasional”. Namun untuk hal-hal lainnya yang bisa berbeda dan berubah
dalam jangka waktu tertentu, jelas perlu diutarakan sebagai “kepentingan nasional”
dan bukan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ckonomi,
kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia




(SDM), ckspensi dan perluasan ckspor, kepentingan merespon atau menjawab
tantangan, peningkatan kekuatan militer untuk meningkatkan gengsi (prestise),
kepentingan mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi dan westernisasi,
kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi,
kepentingan untuk mengubah atau scbaliknya untuk memeclihara kondisi status~quo
pada kawasan tertentu, melaksanakan peran hegemoni/pengaruhnya, dan lain
scbagainyaa.
B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ckonomi bersangkut — paut dengan proses peningkatan

produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan
bahwa pcrhxmbuhan mcnyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan
diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapataxL Dalam pertumbuhan
ckonomi, biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan scjumlah jenis
produksi dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu. Dalam hubungan
ini. Ditunjukan hubmg;n perimbangan kuanﬁtaﬁf.anta;a sejumlah sarana produksi
d1 satu pihak  dengan hasﬂ selumh produksi di pihak lain.

Pertumbuhan ekonomi dalam arti terbatas, biasa saja berlangsung tanpa
terwujudnya pembangunan. Misalnya, dalam zaman kolonial/penjajahan telah
dilakukan investasi dan produksi di beberapa scktor tertentu (perkebunan,
pertambangan, perdagangan luar negeri beserta lembaga-lembaga keuangan)
dimana kekuasaan ckonomi dan politik sclurubnya berada pada pihak Negara

penjajah. Produksi di sektor-sektor yang dikaksud memang sangat meningkat, akan




tetapi hasil produksinya untuk sebagian besar dipetik olch golongan-golongan
masyarakat di Negara penjajah. Investasi yang bersumber pada hasil produksi itu
juga dilaksanakan di Negara penjajah dan diperuntukan bagi kepentingangolongan
yang termasuk masyarakat penjajah. Pertumbuhan serupa itu tidak berarti
peningkatan produksui yang semakin mcluas di banyak dan berbagai scctor
ckonomi dalam masyarakat produsen sendiri.

Empat pendekatan dalam teori pertumbuhan

1. Pendekatan Neo-Keynes
Teori Harrod

Pokok perhatian Harrod berkisar pada pertumbuhan ekonomi yang dapat
berlangsung secara terus -menerus dalam pola keadaan ckuilibrium yang stabll
Dalam konstalasx ekonomi yang mana dapat dxcapax dan dipertahankan ekmhbnum
scrupa itu dalam proscs pertumbuhan ? persyaratan apa yang harus dipenuhi
ataupun diciptakan agar konstalasi ekomomi yang dimaksud itu dapat
berkembangan 7 dalam Seaean if-olcl Harrod  dipaparkan dua konsepk
pengertian peribal laju pertumbuhan yang menjadi kunci dalam gagasannya, yaitu
(1) laju pertumbuhan produksi dan pondapatan pada tingkst yang diangeap
memadai dari sudut pandang para pengusaha / calon investor. (2) laju pertumbuhan
produksi dan pendapatan sebagaimana itu ditentukan oleh kondisi dasar yang
menyangkut (a) bertambahnya angkatan kerja karena pebnduduk bertambah, dan

(b) meningkatnya produktivitas kerja karena kemajuan teknologi. Kondisi dasar itu



yang berkisar pada pertambahan angkatan kerja dan peningkatan produktivitas
kerja, sekaligus menjadi batas maksimal bagi laju pertumbuhan produksi.
2. Pendekatan Neo-Klasik

Robert M. Solow,

Sumbangan pikiran Robert Solow dan para pengikutnya dalam teori
pertumbuhan mengandung manfaat besar sebagai analisis pendukung. Artinya,
untuk menunjukan dan menjaga konsistensi pada logika internal dalam karangka
garis pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi dan engenai interaksi
intervariabel yang berlangsung dalam proses tersebut. Namun, hal itu satu sama
lain kurang berarti karena kurang relevan sebagai landasan kebijaksanaan untuk
memelihara pertumbuhan dglam ekuilibrium yang stabil. Dilihat dari sudut ini,
kelemahan pokok dalam pandangan Ncé—Klasik terietak pa& serangkaian pangkal
dalil yang dijadikan pangkal tolak bagi pcnyusunah modelnya.

Pola pemikiran Neo-Klasik didasarkan atas postulat fungsi produksi yang
koﬁtind, persaingan bebas di pasar yang sempurna, mobilitas sarana-sarana

. produksi, kemungkinan subtitusi di antara sarana-sarana produksi, ﬂ;:kéibelitas dan ,..\
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kelancaran pada proses penyesuaian térﬁadap perubahan harga-harga sa
produksi. Lagi pula tabungan dianggap identik dengan investasi. Segala sesuatu 1tu
dijadikan perimbangan dasar bagi kesimpulan pokok Neo-Klasik seakan-aka;tx
pertumbuhan ekonomi mengandung ciri yang inheren/bersatu padu stabil dalam

pola keadaan ckuilibrium/seimbang.



Akan tetapi, pangkalan-pangkalan dalil yang dimaksut di atas justru tidak
sesuai, bahkan sangat jauh dari realitas dalam ekonomi masyarakat. Pangkal
pikiran yang menyangkut persaingan bebas di pasar yang sempurna, mobilitas dan
subtitusi mengenai faktor-faktor produksi dan sebagainya, semua itu memang
sesuai dengan haluan pandangan mazhab Klasikdan mazhab Neo-Klasik (I), dari
Adam Smith sampai dengan John Hickh. Selain itu, dengan menganggap bahwa
semua tabungan sccara otomatis tersalurkan scbagai investasi schingga dalam
model Neo-Klasik tenatang pertumbuhan tidak dimasukan fungsi investasi yang
terlepas dari fungsi tabungan.

Proses pertumbuhan dilihat sebagai suatu proses yang berlangsung dengan
perimbangan-perimbangan yang fariabel di antara faktor-fator produksi. Dalam
model .yang &ikembangkan oleh Solow mrdabat kemungkin untuk subtitusi di
antara faktor-faktor produksi oleh karcna hargi-harga faktor produksi bersifat
fleksibel. Sehubungan dengan flesibilitas harga faktor produksi dan subtitusi di
antara faktor-faktor produksi, maka kesimpulan pokok dalam analisis Solow jalah -
bahwa pertumbuhan mengandmxg cirri yang inheren stabil dalam pola keadaan
ckuilibrium/seimbang. : . | |

3. Pendckatan Kaldor
Nicholas Kaldor (1908-1986)

Dalam perkembangan pemikiran Kaldor mengenai masalah pertumbuhan,

perhatiannya semakin ditujukan kepada masalah-masalah konkret yang berjalan

dalam masa panjang, sekitar lima puluh tahun atau lebih. Dalam hubungan ini,




Kaldor semakin meninggalkan pola pendckatan yang mengandalkan mctodologi
berdasatkan model-model ekonomi makro sepertti  telak  distnggung diatas.
Pandangan Kaldor tenteng proses pertumbuhian jangka panjang diarahkan pada
pertumbuhan sektoral yang mencakup sektor produksi komaditi primer dan sektor
sekunder (industri dan konstruksi). Sedangkan, kegiatan discktor tersict (jasa-jasa)
oleh Kaldor dianggap sebagai fungsi dari perkembangan industri. Pengalamat
Kaldor juga dilengkapi oleh telaahan dan kajian mengenai pertumbuhan ekonomi
dari sudut haluan special/regional.

Kaldor mengandakan perbedaan yang tajam antara pertumbuhan disektor
produksi primer dan pertumbutian di sektor industri. Sesuai dengan garis peautkirat
Alfred Marshall dan Karl Marx, Kaldor mengamati bahwa cirri pokek dalam
industri maanufaktur ialah- praduksinya yang berlangsuag déngan increasing returns
: pencrimaan imbalan per satuan produksi meningakat secara nisbi tethadap biaya
per satuan produksi. Negara-negara industri sudah mempunyai landasan prasarana
beserta pérangkat kelembagaan yang cukup memadai. Dalam masy%érakat Negara-
negara itu, asas increasing retums berlaku baik di bidang makra (masyarakat secara
menyeluruh) maupun di bidang mikro (dalam lingkungan s /

Increasing returns dan kemajuan teknologi adalah kait-mengait satu dengan
yang lainnya. Konstruksi dan peagendalian operasional mengenai satuan modert,
pembinaan keterampilan yang bersifat khas, pengembangan prasede, segala sesuatu
itu memerlukan penclitian ilmiah di scrtai oleh pengembangan dan pencrapan hasil

penelitian tersebut. Dengan begitu, increasing returns tidak saja memertukan fungst



dari skala produksi, mclainkan juga dari produksi kumulatif dalam petkembangan
waktu.

Hal yang sama, menurut Kaldor, berlaku mengenai akurnulasi modal fisik.
Peningka,tan produktivitas tenaga kerja secara kontinu memerlukan investasi yang
berkenaan dengan mekanisasi teknik produksi. Hal itu berarti bertambahnya modal
per tenaga kerja. Pertumbuhan industri dalam jangka panjang ditandai oleh
meningkatnya hasil produksi per tenaga kerja (labor productivity) maupun
meningkatnya modal per tenaga kerja (capital-labour ratic). Akan tetapi,
perubshan pada capitzl-output ratio (nisba modal tchadap hasil produksi) tidak
begiﬁx menonjol. Dalam hubungan ini, oleh Kaldor ditekankan lagi: investasi pada
dirtnya bukan mcnjadl scbab bagi pertumbuhan produksx melainkan sebahknya
petﬂnnbuhan yang memungkxmkan pengarahan investasi.

4. Pendekatan Kuznets
Simon Kuznrts (1901- 1935)
Pandangan Kuznets mengcnax kegiatan ckonomi masyarakat berpangkal
pada kerangka ped!mmgan nasional (mtionql‘ accounts) dengan penjabarancya’
tcutané unsur.-unsur komponen dalam pendapatan nasional. Metodologi dalam
kajian Kuznets didasarkan alas pemantauan empiris menurut peatahapan wakiu
dalam perkembangan keadaan. Hal ttu di kenal scbagai time series analysis.
Pemikiran teoretis di bidang ekonomi oleh Kuznets dijelmakan dan tlmu deduktif

menjadi ilmu kuantitatif.



Lingkup dan sifat permasalahan yang di pelajari dan di kaji oleh Kuznets
maupun Kaldor untuk sebagian besar sudah melintasi garis perbatasan antara
ekonomi pertumbuban dan ekonomi pembangunan. Kedua pakar terscbut
mencurahkan perhatiannya pada proses trasformasi dan diversifikast dalam
kegiatan ckonomi yang ditandai oleh perubahan structural. Banyak hal dalam
pemikiran Kuznets maupun Kaldor berserta hasil penclitiannya mengandung
mamfaat yang besar bagi usaha pembangunan negara-negara berkembang,

Segi penting yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa teori-teori
pertumbuban pada umumnya memusatkan perhatiannya pada perimbangan-
perimbangan keadaan yang berlaku di masyarakat Negara-negara industri yang
sudah maju. Konstalasi ckonomi masyarakat di Negara-ncgara tcrscbut sudah
mempunyai landasan produksi industri moderen di samping pertanian yang
menggunakan teknologi moderen pula, dengan prasarana fisik, administrative, dan
institusional yang memadai. Dalam perkembangan Negara seperti itu, pertumbuhan
ckononii scbenarnya sudah dan sedang berlangsung. -

Di sist lam dalam teort pertumbu}mn, pedlatxan dxp(.satkan pada\
pennasalahanyanghngkupnya dan sifatnya Icbih terbatas. Tclaahandankmiah
mengenai beberapa fariabel dan hubungan perimbangan antara variable-variabel it
memang bias lebih cksak. Akan tetapi, finjavannya meliputi kurun waktu yang
lebih pendek, bizsanya hanya selama beberapa tahun saja. Pendekatan dalam teon
dinamika mengenai pertumbuban mungkin icbih tcpat dianggap suatu analisa
ekuensial.




C. iInvestasi

Investasi merupakan salah satu topik pembicaraan yang selatu hangat dan
menarik perhatian khalayak umum. Keuntungan dan kerugian investasi merupakan
pokak persaalan yang tiada habisaya. Modal merupakan salah satu persyaratan
pettumbuhan ckonomi. Negara-negara bertkembang, termasuk indonesia biasanya
memiliki problema dasar berkenaan dengan kelangkaan modal pembangunan.
Artinya jika indonesia ingin meraih kembali pertumtbuban ckonominya, harus
berupaya menarik modal asing.( Jatmiks,2001 :77).

Isu investasi asing dewasa ini scmakin ramai dibicarakan. Hal ini mengingat
bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional dibutubkan banyak dang. Dana
yang dibutuhkan investasi tidak mungkin dicukupi dari pemerintah dan swasta
nasianal, Selinggs kesenjangan tersebut dapat dapat ditutupi dengas tebungar kuac
negeri. Adapun tabungan asing itu ada dua yaitu, pinjaman atau kredit dan
penanaman mod_al langsung. (Sicat dan HW,1995 :49).

mmm«m&mmmekmmgmmm'
bisa dipetik di masa yang akan datang . jadi dapat dikatakan batwa kegiatan
mvcstasiadalahsuawkegiatanyangbemalmma;kmmmkansejumlahmodal
dengan didukung oleh faktor-faktor produksi lainnya untuk memperoleh hasil yang
semaksimal mungkin di masa yang akan datang.

Dalam investast langsung terdapat tiga variast :

1. Suatu perusahaan luar ngeri yang 100% dimiliki oich perusabaan dalam
negeri dan bergerak sebagai perwakilan untuk peruszhaan dalam negeri.




2. Suatu perusahaan di luar negeri yang dimiliki 100% olch warga negara
investor, tetapi dibentuk untuk bekerja di luar negeri.

3. Pemilikan bersama atas perusahaan di luar negeri antara warga negara
investor dan warga negara asing dimana investasi dilakukan. Hal ini disebut
scbagai Join Venture. |

Pertimbangan dalam investasi langsung bagi investor :

1. Adanya jaminan keamanan

2. Fasilitas yang memudahkan transfer keuntungan ke negara asal

3. Prospek rentabilitas, tak ada beban pajak yang berlebihan

4, Adanya kemungkinan repatriasi modal (pengambil-alihan modal oleh
pemerintah pusat atau dacrah) atau kompensasi lain apabila keadaan memaksa

5. Adanya j#minan- hukum yang mencegah keﬁewénang - wenangan bagi ‘
pencrima investasi

Peningkatan jumlah investai asing -berarti akan mendorong laju
'pcrwmbuhanckonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Strategi
pengembangan investasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan mglihat keluar
dengan meningkatkan pelayanan dan kemudshan vang dapat menarik para calon
investor . Strategi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Xemudahan prosedur permohonan

2. Kemudahan perjanjian

3. keringanan bidang pelpa;akan

4. Kemudahan Transfer modal



5. Kacamanan dan kesclamatan berusaha
6. Kepastian hukum pemilik modal

Meskipun jenis-jenis atau bidang operasionainya ada beberapa macam,
tetapi hampir sebagian besar investasi asing lebth memilih bidang yang berkaitan
dengan cksploitasi sumber daya alam dan pertanian. Hal ini karena barang tambang
merupakan ‘bahan mentah yang penting untuk pembangunan ekotiomi negara
industri. Minyak bumi dan biji tambang serta mineral lainnya adalsh sasaran
eksplorasi/penjelajahan dan selanjutnya dieksploitasi/dikelolah.

Selain hal tersebut di atas yang menarik minat para investor asing terscbut,
juga dtdasatkan atas tenaga kerja yang murah, ini biasanya digunakan pada bidang
manufaktur. Hal tersebut berawal dari nailarya upah tenaga ketja di negara-negara
industri pada 1950-an. ' ' '
D. Koaflik dan Resolusi Koaflik

1. Konflik

. Konflik adalah suatu keyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering brsifat
reaktif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak scjalan berbagai perbodazn
pendapat dan konflik biasanya disclesaikan tanpa kckerasan, dan scring
menghasilkan situasi yang lebih baik bagi scbagian besar atau semua pihak yang
terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan
bagian dari keberadan kita Dari tingkat mikro, antar pribadi hingga tingkat
kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara, semua bentuk hubungan manusia —
sosial, ckonomi dan kekuasaan mengalami pertumbuhan, perubahan,dan konflik.
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Konflik dan kckrasan adalah dua hal yang berveda, Koniiix, yailu nuoungan

antara dua pihak atau lebih (individu dan kelomipok) yang memiliki, atau yang
merasa miemiliki sasaran — sasaran yang tidak sejalan, sedangkan kekerasan
meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang

sizy linkunean T -

menychabkan Korusakan sccara fisik, mental, sosial atau

menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuti({Simon Fisher 3
2881 43,
Seperti diketatrai bahwa didalam masyarakal yang majemukseperti haimya

= A AN) ;!

di indoncsia, keragaman suku, agama, 73S, dan goiongan (SARA) merupakan suatu
kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik, bahkan ia dapat menentukan
bentuk dan skala konflik. Tetapi SARA hanyalah variabel penting dari sebuah
kordlik. Tanpa adzmya- sugtu faktor yang m;enjadi pemicu, vari:'tbei SARA tidak
R o ilen Bcttih ot |

Mencermati maraknya aksi-aksi radikal dan brutal yang terjadi di bebrapa

daerah di tanah afr sepril yang terjadi di ir;‘irﬂiui(\i, Poso,Samibas, Banyuwangi, dan

lamdam, tidak dapm'dikaiakan' balwa faktor pemicu adalah SARA. Berdasarka
: . =V . 4 7
pemicu tefjadinya konflik di dacrah-dacrah terscbut dan kemudian relahirkan - y

analisa, disinyalit ada fakior-fakior csensial yang sangat kiusial, yang

gerakan radikal serta brutal di masyarakat faktor faktor ttu antara lam

i. Tumbangmya Orde Baru

Runtuhnya pemerintah Onde Baru dan munculnya pemerintahan tansisi
pada pertengahan mei 1998 telah menimbulkan ketidakpastian masa depan bangsa



baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Hal ini mengakibatkan kecemasan
dan ketegangan dari sebagian masyarakat khususnya mereka yang hidupnya selama
ini tergantung pada pemerintah Orde Baru. Di sisi lain, pemerintaban transisi yang
dijaba oleh BJ Habibie belum mendapat legitimasi dan masyarakat, karna beliau
dianggap scbagai patron atau bayang-bayang dari orde baru. Schingga
pemerintahan transisi ini dianggap semakin memperkuat ketidakpastian itu banyak
diantara mercka yang tidak hanya kehilangan pegangan (bak anak ayam kehilangan
induhlya), akan tetapi hidup dan masa depannya merasa terancam (tidak aman)
baik fisik maupun non fisik. Hal inilah yang melahirkan monuver-monuver dari
orang-orang tersebut di atas.

Pada saat 1tu, tekanan konflik yang thadl di pusat pemerintah cukup hebat,
dankarenanyaadausaha usaha untuk mengurangi tekanan-tekanandlnngkatpusat
itu dengan mengekspor atau mengalihkan masalah dari jakarta ke daerah-dacrah,
misalnya Maluku, NTT, Kupang, Sambas, dan sebagainya Pada situasi yang
demikian, cM sengaja dikondisikan atau tidak, ternyata ABRI dan pemeruntahy
: bu;atﬁdakmampumengatﬁsimgsalahyangﬁmbﬂdixhemh-daemhsecamcbpan '
schingga ﬁmbul banyak korban. ‘

2. Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi telah memberi stimulan bagi orang-orang yang sejak awal
memang telah berada dalam kondisi yang fidak menguntungkan (miskin) dan
orang-orang yang sedang dalam keadaan marah akibat situasi dan kondisi yang

tidak menentu, untuk melampiaskan kemarahannya



3. Kesenjangan Ekonomi
1. kesenjangan ekonomi antar kaum pribumi (umumnya Islam) dan kaum non-
pribumi (umumnya non-muslim).
2. kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dan kota.
3. kesenjangan ekonomi antar penduduk Pulau Jawa dan Luar Jawa.
4. kesenjangna ekonomi antara penduduk pendatang dan penduduk asli daerah.
Kesenjangna ckonomi yang mencolok antara masing-masing kelompok di
atas telah melahirkan ketegangan yang pada akhimya memupuk perasaan benci dan
curiga antara kaum pribumi dan non-pribumi, antara masyarakat desa dan kota,
antara penduduk di Pulau Jawa dan penduduk Luar Jawa, antara penduduk
pcndatang dan penduduk asli dacrah.
| Adanya korclas1 antara kesenjangan ekonoml dan perbcdaan SARA ini
dapat menadi faktor pemicu/stimulan bagi tumbuh dan berkembangny aksi-aksi
radikal dan brutal.
4 . Disktiminasi
Terjadinya kc_tcgangan d1 masyarakat yang menyulut timbulnya konflik
sering kali bermula dari adanya diskriminasi. Yaitu suatu tmdakan untuk
memperiakukan seseorang atau sekelompok orang dengan perlakuan khusu dan
berbeda yang pada hakekatnya merupakan pengingkaran hak sesama manusia
untuk memperoleh perlakuan sama dan tidak berbeda. Diskriminasi ini timbul
akibat kecemasan/ketakutan dari  sescorang/sckclompok orang yang

posisi/keberadaanya merasa terancam dengan kehadiran/masuknya pengaruh-




pengaruh asing diluar diri dan kelompoknya. Diskriminai ini biasanya dilakukan
oleh sekelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang dikhawatirkan dapat
mengganggu soliditas yang dirasakan akan mengancam dominasi kelompok asli.

Berkembangnya istilah-istilah/penyebutan seperti : pro status quo (relatif
menolak pembaharuan) dan reformasi, calek muslim dan non-muslim, sekuler dan
religius, presiden wanita dan non-wanita golkar dan non-golkar, pusat dan non-
pusat, jawa dan luar jawa, biasa menjadi sumber ketegangan yang serius akibat
pertempuran ideologi atau . Sumber ketegangan ini berpotensi menjadi disintegrasi
bila berjalan berlarut-larut, tidak efesien dan cenderung destruktif akibat konflik
tidak dikelolah secara memadai di masyarakat yang majemuk dan
heterogen/berancka ragam. Ketidakberdayaan dalam mengelolah konflik ini
berkaitan dengan masalah struktur dan kultur, yaitu tidak adanya infrastruktur yang
memadai dan civil sosyeti/msyarakt madani tidak berkembang baik.

Dalam kondisi “objektif, diskriminasi ini secara langsung atau tidak
jangsung telah menimbulkan kebencian dan dendam diantara sesama saudara
sebangsa, sehingga dalam keadaan demikian mudah sekali bagi orang-orang yang
sedang dalam perlakuan diskriminasi (dipingéirkan/dhnarjin’alkan) | untuk
diprofokasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik sesaat.

5. Kecurigaan dan Tidak Adanya Komunikasi
Timbulnya kecurigaan ini tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Orde

Baru dalam menciptakan hegemoni yang sudah sangat menguasai pikiran rakyat ,




tatkala rezim itu runtuh rakyat dihadapkan pada sebuah keadaan yang sangat rumit
dan pelik yang ditandai oleh :

a. Munculnya kesengajaan yang besar diantara wacana/diskursus resmi dengan
realitas yang ada.

b. Munculnya kesenjangan antara generasi tua dan muda, antara kelompok pro
status quo dan reformasi.

¢. Ketiadaan forum dan media yang dikuasai oleh civil sosiety.hal ini
mengakibatkan elit yang sedang berkompetisi itu dipenuhi oleh prasangka yang
hidup dan kokoh menguasai cara berfikir mereka, yang pada akhimya
mengakibatkan ketegangan. Ketegangan ini semakin meningkat karena tidak
adanya komunikasi antara kelompok-kelompok yang sclam ini berbeda
idwlogi/keéebmngan, misalnya antara Megawati dan Ahmad .Sumaréono, antara
Adi Sasono dan Rizal Ramli

Adanya kecurigaan yang belum tentu kebenarannya ini dan diiringi dengan

tidak adanya komunikasi, semakin memberikan peluang bagi terjadinyan konflik
yang mengarah kepada disintegrasi.

6. Pemahaman Terhadap Agama

Masalah agama (faktor internal) dan non-agama (faktor eksternal) bisa

disalahgunakan untuk tujuan non-agama yang dapat menimbulkan disintegrasi.
Ditinjau dari faktor internal agama, pemicu konflik biasa bermulah dari rendahnya,
(a) pengertian terhadap agama, (b) pengamalan agama, (c) wawasan keagamaan.

Pengertian terhadap agama tanpa disertai dengan pengamalan ajaran agama dapat



menimbulkan agitasi.Rendahnya pemahaman terhadap agama berpengaruh terhadat
perilaku seseorang dalam kehidupan sosial yang pada akhimya dapat menimbulkan
konflik.

Faktor eksternal yang sering mempengaruhi agama adalah masalah poI:itik.
Ketiak ada faktor pemicu masuk dan menemukan momentumnya, maka faktor
SARA terutama agama bisa dipakai sebagai alat untuk mempertajam konflik.
Dengan kata lain ada faktor nop-agama yang diagamakan. Sclain itu, adanya
penyempitan nilai agma untuk politik temporer yang kurang memberikan nilai
agama yang luhur di tengah masyarkat, berpotensi melahirkan konflik.

7. Masala Pemerintah .

Selama ini pemenntahan OrdeBaru dmﬂax tidak atau kurang bersikap adil
kcpada rakyat/ golongan. Sebaliknya ia melakukan praktek-praktek djsknmumm
kepada orang/golongan yang pada akhlmya melahirkan kecemburuan baik di
bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Sikap OrdeBaru juga cenderung
membungkam, memarjinalisasi, mendevaluasi semua hala yang berhubungan
dengan pohﬂkaharan/massa

Kelihaian pemerintah Orde Baru didalam menciptakan hegmoni (yaitu,
rakyat dibuat percaya/diyakinkan bahwa gagasan yang ditawarkan pemerintah itu
mengandung kebenaran ) dan penggunaan kekerasan untuk melanggengkan
dominasi kekuasaan yang berlangsung cukup lama, telah menimbulkan kefegangan

di masyarakat yang berpotensi melahirkan disintegrasi



[

. Resolusi Konflik
Konflik dapat dihadapi dengan tiga cara, yaitu :
a. bersifat tidak acuh terhadapnya
b. menekannya
c. menyelesaikannya

sikap tidak acuh berarti bahwa tidak adanya upaya langsung untuk
menghadapi sebuah konflik yang telah termanifestasi. Maka dalam keadaan
demikian, konflik dibiarkan berkembang menjadi sebuah kekuatan destruktif atau
sebuah kekuatan konstruktif.

Menekan sebuah konflik yang terjadi, menyebabkan menyusutnya dampak
yang negatlf tetapi ia tidak mcngatas1 , ataupun meniadakan pokok-pokok
penyebab timbulnya konﬂlk tersebut | -

E. Konsep Otonomi Daerah
Pada umumnya kita menghubungkan otonomi daerah yang mengandung
pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan penyerahan urusan (desentralisasi) -

kepada daerah, adalah dalam rangka demokratisasi (politik) dan peningkatan

pembangunan nasional di daerah. Tentang bagaimana pembangunan dilaks
berdasarkan presepsi dan kehendak mereka (ekonomi politik). Namun untuk g asa
depan, otonomi dacrah harus lebih didasarkan pada kemampuan fisik, suatu i
kemampuan membiayai dirinya sendiri untuk menyelenggarakan otonomi, karena

tanpa itu otonomi tidak mungkin terselenggarakan.



Berdasarkan pemahaman bahwa keanckaragaman istilah sistem otonomi
dipergunakan untuk maksud yang sama, maka dapat dikemukakan guna keperluan
acuan pengertian dari sistem otonomi, yakni patokan tentang cara penentuan batas
~batas urusan rumah tangga daerah.

Pada umumnya dikenal 2 (dua) sistem otonomi yang pokok, yaitu :

1. Sistem otonomi materil, atau pengertian rumah tangga materil

Dalam pengertian sistem otonomi materil, antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah ada pembagian tugas ( wewenang dan tanggungjawab) yang
eksplisit (diperinci dengan tegas) dalam undang-undang pembentukan daerah. :
Artinya, otonomi daerah itu hanya meliputi tugas-tugas yang telah ditentukan satu
per Satu, jadi bersifat definitive/pasti. Hal itu berarti pula, apa yang tidak tercantum
dalam undang-undang pembentukan daerah, tidak tenmasuk urusan pemerintah
daerah otonom , tetapi urusan pemerintah pusat.

‘Cara penentuan tersebut diatas didasarkan pada keykinan bahwa ada
perbedaan tugas yang asasi dalam menjalankan usaha-usaha memajukan
kemakmuran dan kesejahtraan masyarakat. antara negara dan daerah-daerah
otonomi yang lebih kecil. Di sini yang berbeda ialah materi yang menjadi
objekpengurusan dan pengaturan dari masyarakat hukum masing-masing tersebut
diatas. Oleh karena itulah, pengertian ini disebut sebagai sistem otonomi materil.

2. Sistem Otonomi Formil, atau pengertian Rumah Tangga Formil
Didalam pengertian sistem otonomi formil, tidak ada perbedaan sifat antara

urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah



otonom. Hal ini berarti apa yang dapat dilakukan oleh negara (pemerintah pusat ),
pada prinsipnya dapat pula dilakukan oleh daerah-daerah otonom.

Bila ada pembagian tugas (wewenang dan tanggungjawab),hal itu semata-
mata disebabkan pertimbangan — pertimbangan yang rasional dan praktis, seperti
efesiensi penyelenggaraan tugas pelayanan publik. Artinya, pembagian tugas itu
tidaklah disebabkan materi yang diatur berbeda sifatnya, tetapi adanya keyakinan
bahwa kepentingan dacrah-daerah dapat lebih baik dan berhasil (lebih efesien)
apabila disclenggarakan sendiri oleh daerah-daerah itu masing-masing daripada
oleh pemerintah pusat.

Dalam sistem otonomi formil yang demikian tadi, maka tidak terdapat
~ perbedaan sifat materi yang diurus oleh dacrah-dacrah scbagai masyarakat hukum
yang lebih kecil dan negara sebagai masyarakat hukum yang lebih besar. Perbedaan
tugas diadakan secara formil dengan membuat bentuk-bentuk peraturan
tertentu.demikian pula, dalam sistem'otonomi formil tidaklah secara apriori/tidak
pasti ditctapkan apa yang termasuk rumah tangga daerah otonom. Tugas dari
daerah | oionom secara normatif tidak témerinci di dalam undang-undaing '
pembentukannya, tetapi ditentukan dalam suatu rumusan yang umum saja.
Rumusan umum itu hanya mengandung asas-asas saja . sedangkan pengaturan yang
lebih lanjut diserahkan kepada pemerintah daerah. Batasannya tidak ditentukan
secara pasti, tetapi bergantung dari keadaan ,waktu dan tempat.

Disamping itu, ada juga sistem lain yang merupakan kompromi antara

kedua sistem itu, yaitu :



3. Sistem otonomi rill, atau pengertian rumah tangga rill

Otonomi nyata adalah pemberian otonomi kepada daerah, haruslah
didasarkan pada faktor-faktor. Perhitungan — perhitungan, tidakan-tindakan atau
kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan
secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri... -

Dalam sistem ini penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada
daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau rill, sesuai dengan kebutuhan atau
kemampuan yang rill dari dacrah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan
masyarakat yang terjadi. |

Oleh karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewwenang ini
. didasarkan pada keadaan yang rill di dalam masyarakat, membawa konsekwensi
bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat
diserahkan kepada pemerintah dacrah, dengan memperhatikan kemampuan
masyarakat dacrah untuk mengatumya dan mengurusnya sendiri. Sebaliknya, tugas

yang telah menjadi wewenang daerah ‘pada suatu ketika, bila mana dipandang
| ‘perlu, dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat .

Sistem ini merupakan jalan tengah atau percampuran dari sistem otonomi
materil dan formil. Dalam arti, sistem ini mengandung anasir-anasir, baik dan
sistem otonomi materil maupun sistem otonomi formil, schingga dapat dikatakan
merupakan sistem tsendiri. (Umbu, 2003 : 22).

Otonomi bertanggungjawab adalah pemberian otonomi benar-benar sejalan

dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh




pelosok negara dan scrasi dengan pembimaan poliik dan kesatusn bangsa,
menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Scjalan dengan pengertian diatas,maka sebaiknya acuan bagi pencilaian
otonomi adalah sebagai berikut :

1. harus scrasi dengan wawasan nusantara, sesuai dengan pembinaan persatuan
dan kesatuan negara. Tidak boleh timbul fanstisme dacrah dan primordialisme.

2. Terikat dalam negara kesatuan, schingga keserasian pusat dan daerah harus
dijaga, otonomi tidak boleh dianggap menambah besarnya kekeuasaan daerah.

3. harus menjamin perkembangan dan pembangunan dacrah, mamun tetap
menjadi bagian integral dari pembngunan nasional. Olch karena ity pendekatan
‘pembangunan difakukan melalui pendekatan desentralisasi (mewakili aspirasi
daerah) dan dekonsentrasi (mewakili aspirasi nasionat).

4. harus mempunyai kemampuan keuangan untuk dapat menyclenggarakn
pemerintahan dacrah yang otonom.

Secara umum terda#at dua jenis pemerintah dacrah yang umumﬂya ditea;ui
di berbagai negara, .Sfaitu pemerintahan local administrative atau local .'state
governmeni. Lokal state government umumnya ditcjemahkan scbagai
pemerintahan wilayah, dimana proses terbentuknya merupakan konsckwensi dar
pencrapan asas dekonsentrasi. Adnya pemerintalan wilayah administrative dan
pemerintahan local administrative adalah sebagai wakil dani pemerintahan pusat
atau national government. Jadi, local state government atau pemerintah local

administrative bertugas hanya menyelenggarakan perintah — perintalt dan petunjuk



- petunjuk dari pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah, seringkali disebut
pemerintah local pusat. Juga oleh karena menyangkut nama pemerintah pusat atau
pemerintah negara, seringkali disebut juga pmerintah negara setempat.

Denagan undang - undang, suatu daerah dibentuk dan ditetapkan
kewenangannya. Selanjutnya, dengan undang — undang pula suatu daerah dapat
dipecahkan menjadi beberapa dacrah dan beberap daerah disatukan menjadi satu
daerah. Undang — undang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri, misalnya hak untuk mempunyai sumber
penghasilan sendiri, yaitu dengan memﬁngw.d pajak dan retribusi

chérluan adanya otonomi dalam negara dilatarbelakangi oleh pengaléman '
masa lalu, dimana keberadaan negara hanya dianggap sebagai instrumen belaka
dari kaum kapitalis. Kondxsx ini kemudlan melahxrkan konscp marx tcntxng
instrumental state. Demikian halnya negara — negara sosialis yang menghendaki
adanya otonomi penuh dari pengaruh partai politik ( partaz komunis ) yang
| cenderung mengintevensi kemdupan negara. Dalam hubungan ini, negara
- menghendaki otonomi untuk memperkecil dan bahkan menghxlangkan pengaruh -
pengaruh maupun intervensi kaum kpitalis dan sosialis.



Berbeda halnya dengan keperluan otonomi dalam pemerintahan local, yaitu
untuk mempebésr kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
Karena itu , keperluan otonomi pada tingkat lokal pada hakikatnya adalah untuk
mempekecil intervensi pemerintah pusat dalam urusan rumah tangga daerah.Dalam
rangka kesatuan otonomi dacrah ini diberikan pemerintah pusat, sedangkan

pemerintah daerah hanya menerimah penyerahan dari pemerintah pusat.



BAB III

TINJAUAN UMUM

A.Gambaran Umum Lokasi

1.Keadaan Geografi

Sesuai SK Gubemur No. 288 Tahun 2002, maka secara administrasi
Propinsi Maluku terbagi atas 5 (lima) Kabupaten/Kota, 42 Kecamatan dan 875
Desa, yang sebelumnya hanya 29 Kecamatan dan 840 Desa /Kelurahan. Luas
wilayah Propinsi Maluku secara keseluruhan adalah 581,376 km?, terdiri dari luas
fautan 527.191 km? dan luas daratn 54.185 km? Dengan kata lain sekitar 90 persen
Wilayah Propinsi Maluku adalah lautan.

Propinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri dani 559 pulau
dan dari sejumlah pulau tersebut, terdapat beberapa pulau yanag tergolong pulau
besar. Daratan Propinsi Maluku tidak Iepas dari gugusan gunung dan danau yang
terdapat ilampir di seluruh Kabupaten/Kota. Yang berjumlah 4 (empat) gunung dan
11 (sebelas) danu. : >
" 2. Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk dari tahun 1971 sampai dengan tahun
2000, jumlah penduduk propinsi maluku terus mengalami pertambahan.
Pertambahan Penduduk meningkat cukup besarpada periode sensus 1980-1990 atau
dengan kata lain bertambah sebesar 259.921 jiwa atau 28,94 persen selam sepuluh

tahun. Namun pada decade 1990-2000 pertambahan sangat rendah yaitu enam kali




febih rendah dibandingkan dekade sebelumnya yang hbanya bertambah sekitar
42.189 jiwa atau 3,64 persen selama sepuluh tahun terakhir ini. Bila dilihat menurut
daerah Kabupaten/Kota, terlihat turunya presentase pertambahan penduduk ini
terjadi hanya di kota Ambon yaitu sebesar 25,54 persen. Jumlah Penduduk Propinst
Maluku sesuai hasil SP2000, tercatat sebesar 1.200.067 jiwa dan pada tahun 2003
ini berdasarkan hasil registrasi penduduk jumiah penduduk sudah bertambah
menjadi 1.288.813 jiwa.

Pertambahan penduduk pada tahun 2003 cukup besar disbanding tahun
sebelumnya dengan angka pertumbuhan sebesar 2,41 persen. Hal ini karma kondisi
keamanan di daerah ini sudah mulai kondusif mengakibatkan arus masuk penduduk
menjadi bertambah. Walaupun demikian secara trend laju pertumbuhan pendududk
terus menurun. TcMa pada dekade' 1990-2060 mn@mya cukup tajam yaitu |
mencapai 0,37 persen. Namun pada periode 2000-2003 pertumbuhan cukup tinggi.

| Angka pertumbuhan penduduk antara Kabupaten/Kota sangat bervariasi.
Laju pertumbuhan Kabupaten Maluku Barat dan Maluku Tenggara mengalami
penurunan selama Tahun 2000-2003. sementara Kabupaten Maluku Tengah,
Kabupaten Buru dan Kota Ambon, faju pertumbuhannya meningkat bahkan cukup
tajam untuk Kota Ambon yaitu mencapai 5,90 persen. Penyebaran penduduk di
Propensi Maluku sangat tidak merata, berdasarkan hasil registrasi penduduk 2003
persentase penduduk Kabupaten Maluku Tangah tercatat Iebih tinggi dibanding
Kabupaten yang lain yaitu 42,73 persen sementara Kabupaten Buru hanya

mencapai 10,22 persen




3. Angkatan Kerja

Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengetahui keadaan
ekonomi penduduk adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kegja (TPAK). Ukuran ini
biasanya digunakan untuk mengetahui persediaan tenaga kerja. Gambaran TPAK di
Propinsi Maluku sclama 5 tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 1999, TPAK
sudah mencapai 50,44 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 44,44
persen pada tahun 2001 dan meningkat cukup tajam pada tahun 2002 menjadi
70,42 persen. Dengan kondisi daerah yang mulai membaik, angka TPAK 2003
turun menjadi 54,00 persen. TPAK untuk daerah Kabupaten/Kota bervariasi, 3
Kabupaten/Kota yang memiliki TPAK dibawah angka Propinsi yaitu Kabupaten
Maluku Tengah 50,28 persen. Sementara TPAK Maluku Tenggara Barat dan
Kabupaten Maluku Tenggara dlatas angka Pmpmsn yaxtu 62, 71 persen, 73 74
persen dan 61,05 persen.

Selanjutnya ada diamati kegiatan penduduk usia kerja (10 tahun keatas)
baik Kelompok Mgkaﬁn Kerja maupun Bukan Aangkatan Kerja, proporsi kedua
: keloméok ini cukup berbeda dquan perbandingan 54,00 persen dan 46,00 persen.
Bila dibandingan déngan tahun sebelumnya proporsinya bergeser. Mcnjadi
Angkatan Kerja lebih besar dibandingkan Bukan Angkatan Kefja. Namun pada
tahun 1998 dan 1999 Proporsi Angkatan Kerja jauh lebih domonan dari bukan
angkatan kerja.

Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan menurut kegiatan utamanya.

Terlihat bahwa pekerja laki-laki lebih besar dari pada pekerja perempuan yaitu



65,64 persen dengan 34,45 persen. Hal ini karena perempuan lebih banyak
mengurus rumah tangga daripada laki-laki. Selain itu ratio atau yang disebut
tingkat kesempatan kerja ( TKK ) di propensi Maluku mencapai 84,57 persen,
dengan perbandigan laki-laki 91,42 persen dan perempuan 71,53 persen.
4. Potensi Sumber Daya Alam

A. Potensi Sumber Daya Perairan

Perairan Maluku dengan luas wilayah sebesar 765272 Km? .merupakan
wilayah yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup potensial,
dimana berdasarkan hasil survey potensi tersebut diperkirakan sedianya stock
perikanan di perairan Maluku sebesar 2,4 juta ton/tahun, dengan potensi yang dapat
dimanfaatkan setiap tahunya adalah sebesar 50 persen atau 1,2 Juta ton. Selain
potensi iican tuna, perairan maluku juga memiliki potensi perikanan lainnya seﬁcrti
jenis-jenis ikan demersal, ikan katrang, rumput laut,Molusca, Sirip ckeor ikan hiu,
Mutiara, udang serta jenis-jenis lainnya.

'B. Potensi Lahan

Luas lahan Propinsi Maluku adalah 857 juta hektar dengan perincian

seperti dibawah ini :
1. Luas Kawasan Hutan (TGHK) :5.693.900 Ha
2. Potensi Hutan Lestari :1.633.528 Ha
3. Potesi Untuk Tanaman Pangan 12958214 Ha
4. Potensi Untuk Perkebunan :2.281.382 Ha

5. Padang Rumput (Temak) : 177473 Ha




€. Pertambangan

Propinsi Maluku Memiliki Potensi Tambang baik dalam Tahap eksplorasi
maupun yang telah dieksploitasi, jenis-jenis tambang yang cukup potensial antara
lain seperti Nikel, Belerang, Mangan,Minyak dan Gas, Emas, Perak, Barite,
Marcuri, Batu Apung, Batu Permata, Batu Gamping, Marmer, Garnit serta Pasir
Kuarsa.

D. Energi

Mengenai energi dapat dikatakan bahwa konsumsi energi di Maluku berasal
dari energi komersial Minyak Bumi dan non komersiala terutama untuk konsumsi
masyarakat desa.

Gambaran mengenai kemungkinan pemamfaatan potensi ,_sumber—sumber

| energi di Maiuku @lah sebagai berikut
1. Tenaga Air : beberapa pulau sedaﬁg dan besar di Maluku memiliki sungai
air terjun dengan perkiraan sumber daya sebesar 400 MW depat digunakan
sebagai pcmbéngkit tcn@ Mikro. '
2. Panas Bumi : disini banyak terdapat sumber-sumber air panas baik di pulau-
pulau besar, sédéng maupun kecil. Sumber panas bumi antara lain terdapat

di Jailolo dengan Reserve Value 50 — 250 MW, di Bacan Reserve Value 50

— 250 MW dan di pulau Ambon 56 MW.

3. Panas Matahari : untuk jangka panjang, sumber energi ini merupakan
sumber yang tidak terbatas dan tidak berdampak polusi. Propensi Maluku

terletak di daerah tropic sehingga tenaga Matahari dapat di mamfaatkan




untuk berbagai keperluan seperti pertanian tenaga listrik, tenaga mekanis,
biologi dan kimia.

4. Tenaga Angin : tertama di Maluku Tenggara.

5. Air Laut : sama seperti tenaga matahari, sumber ini cukup melimpah dan
tidak terbatas yaitu dengan mengunakan perbedaan temperaturc antara
permukaan air laut dan dasar untuk pembangkit tenaga listrik.

6. Kayu Bakar : merupakan sumber utama bagi masyarakat sekitar daerah
kota.

E. Pariwisata
Propinsi Maluku yang terlatak pada Garis Wallace dan secara einologis
berda di titik 51mpang etms Melanesm/Polmesxa dcngan Austronesia serta berada
pula pada titik simpang geologis Clrcum Pasifik dan Medxtzrama telah
menycbabkan Wilayah ini memiliki potensi Alam yang khas.Cirmni khas potensi
Alam Maluku antara lain pulau-pulau dengan coral, pulau-pulau Vulcanis yang
berpasir hiﬁm, taman-taman faut yané hampir terdapat pada semua pulau dengan
' beraneka ragam jenis biota laut seperti. karang-karang, siput, mutiara, lilia dan -
henras laut. L h
Dengan potensi sember daya laut yang kaya dan fauna khas seperti kanguru,
biawak, berbagai burung cendrawasi, kakatua putih dan hitam, nuri, serta berbagai
jenis insektat lainya dan flora yang khas seperti cengkeh, pala, yang membuat
s¢jarah dunia dengan sisa-sisa peninggalanya seperti cengkih AFO yang tertua di

dunia dapat menjadi saksi hidup perjalanan sejarah tersebut.Di samping itu



perbedaan Maluku yang telah di bentuk oleh alam, letak geografis dan historis, juga
melahirkan ciri khas penduduk Maluku yang terbuka, spontan, rama tamah, keras
dan ulet, penuh ﬁghting spirit, bergotong royong secara kekeluargaan atas dasar
* hukum PELA Dengan demikian propinsi Maluku yang kaya akan objek wisata dan
budaya, unik bukan saja menarik bagi para wisatawan yang bertujuan untuk
rekreasi/berlibur namun juga menarik bagi wisatawan minat khusus, atau wisata
itmiah dan wisata dagang. Berbagai objek wisata di Maluku dapat di katagorikan
sebagai berikut : Objek wisata pantai, wisata taman laut, wisata bahari, wisata
benteng, wisata scjarah, wisata istana dan tempat peribadatan, wisata alam serta
wisata kawasan Konservasi.
_ 5. Transportasi . _
Mengingat kondisi geogrfis di Wi?ayah Maluku memiliki h;as lautan lebih
besar dari daratan, schingga hubungan antar pulau di Propinsi Maluku lebih banyak
menggunakan sarana angakutan laut. Sementara sarana angkutan darat dan udara
juga tak kalah pentingnya. Prasarana angkufan laut yang ada di Propiﬁsi Maluku
tercatat ada 27 buah pelbuban umue dan 22 pelabuhan kiusus. Prasarana angkutan
darat pada tahun 2006 tercatat 1.475,44 km, terdiri dari jalan Nasional sepanjang
251,33 km, jalan propinsi sepanjang 1.224,11 km. Prasarana angkutan udara pada
tahun 1999 tercatat adal1 buah pelabuhan udara.



B. Propinsi Maluku Pada Masa Damai

Realitas kondisi masyarakat Maluku saat ini tidak terlepas dari petjalanan
scjarah suku bangsa Maluku baik sccara berdiri sendiri maupun scbagai bagian dari
himpunan suku bangsa yang mendiami kawasan nusantara yang setelah
kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dinamakan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Scjarah peradaban masyarakat Maluku mulai tercatat scjak abad
pertengahan, ketika para pedagang bangsa Arab melalui Cina melakukan perjalanan
ke Kesultanan di Maluku Utara terus ke Selatan. Sambil melakukan perdagangan
rempah-rempah, mereka juga menyebarkan agama Islam. Secara struktur, Islam
mulai masuk ke Maluku pada abad ke 13 melalui pcngislamgn terhadap masyarakat
pesisir yang .dalam prespektif l;udaya Maluku sebagian besar disebut sebagai |
kelompok masyarakat Uli/Pata Lima. Sedangkan kelompok masyarakat Uli/Pata
Siwa yang pada umumnya mendiami wilayah pegunungan / pedalaman tetap
" memperahankan kmn leluhur / animisme karma ada pandangan bahwa
keselamatan hidup di dunia hanya dapat dicapai melalui upaya keseimbangan hidup
dan itu berarti harus selalu ada peradaban. Kelompok masyarakat Uli / Pata Siwa
kemudian memeluk agama Kristen Katolik yang dibawah oleh Portugis yang mulai
masuk ke Maluku pada awal abad ke 16, dan mulai menyebarkan agama Kristen
Katolik pada pertengahan abad ke 16 melalui kehadiran Fransiscus Xaverius.

Ketika itu masyarakat Uli / Pata Lima adalah organisasi social yang berafiliasi



dengan Kerajaan Ternate. Sedangkan masyarakat Uli / Pata Siwa berafiliasi dengan
Kerjaan Tidore

Kehadiran pedagang bansa Arab, Portugis, Belanda disertai masuknya
agama Islam dan Kristen di Maluku Utara pada awalnya karena ada keinginan
untuk menguasai perdagangan rempah — rempah (pala dab\n cengkih) yang pada
waktu itu sangat diperlukan untuk bahan obat-obatan dan bahan pemanas di Eropa
dan Afrika. Keinginan penguasan rempah — rempah itu pula yang kemudian
menimbulkan keinginan Portugis dan kemudian Belanda untuk melakukan
Kristenisasi di Maluku terhadap penduduk pesisir yang pada umumnya telah lebih
dulu memeluk agama Islam. Fakta sejarah menunjukan bahwa karena itu pula
texjadibebefapakalipemngbesaryangkesemuanyabemuansaaggmakecuali
perang Pattimura (181'};). Perang besar tersebut antara lain Perang Hitu (1520 -
1605), Perang Banda (1609 — 1621), Perang Huamual (1625 — 1656), Perang Alaka
(1625 — 1637), Perang Wawanw (1633 — 1643), Perang Kapaha (1636 — 1646), dan
Perang Tha (1632 — 1651). Dengan demikian sejarah juga .me:‘nca'tax bahwa konflik
‘bernuansa agama bukan ha! baru di Maluku, sana sepem yang sekarang terjadi dx
Maluku. Sejarah mcncatat kehidupal.l' msyarkat Maluku sejak abad ke 16 telah
dilibatkan dalam pertikaian yang kemudian melahirkan segregasi pemukiman di
Maluku ( Samy Titaley, 2002 : 28 ). Karma itu pula para leluhur suku bangsa
Maluku dalam upaya memelihara kekerabatan antar sesama anak suku bangsa
Maluku melahirkan, menumbulhkan dan memfatalkan budaya Maluku ( Suadi
Marasabessy, 25 : 2002 )



Dilihat dari segi historis Maluku merupakan daerah yang sangat potensial
baik sumber daya alamnya maupun geostrateginya. Hal ini tentunya perlu
dibanggakan dan dijaga, kama potensi itu nantinya akan dikelolah untuk
kepentingan perekonomian daerah Maluku itu sendiri.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, jika dilihat dari pertumbuhan rata-rata
PDRB pada dua priode maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi maluku secara
keseluruhan telah menurun yaitu rata-rata 8,9 peresen (untuk non migas) pada
periode 1983-1988 menjadi 7,7 persen (7,9 untuk non migas) per tahun pada
periode 1988-1991. hal ini berbeda dengan pertumbuhan PDRB di Propinsi
kepulauan timur Indonesia mupun wilayah KTI, KBI dan Indonesia secara
keseluruhan yang terlihat adanya peningkatan. Untuk wilayah kepulavan timur
-terjadi peningkatan pertumbuhar; PDRB pada période yaﬁg sama dari 5,0 p;:rsen
(6,6 non migas) menjadi 8,2 persen (8,3 vnon migas), menjadi 7,0 persen (7,6 non
mlgas)dan indonesei meningkat dari 6,4 persen (7,2 persen non migas) menjadi 6,9
persen (7,7 persen non-migas) rata—rata"per ﬁhun periode yang sama. Sedangkan

 dilihat dari PDRB per kapita pada tahun 1991, maka PDRB per kapita Propinsi

migas). Sedangkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Kawasan Timur o

Indonesia ( KTI ) dan Indonesia secara keseluruhan maka PDRB per kapita Maluku
masih lebih kecil lagi yaitu Rp. 1.086 ribu untuk KTI (Rp.853 ribu untuk non-

migas) dan Rp.1.197 ribu (1.017 ribu untuk non-migas) untuk Indonesia dan



bahkan jauh lebih kecil dibandingkan denga KBI yaitu Rp.1222 ribu (Rp. 1054 ribu
untuk non-migas). ( Jhon Pieris, 46 : 2004 )

Pertumbuhan ckonomi daerah Maluku selama kurun waktu 1995 — 1997
rata-rata sebesar 5,69 persen dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Daerah
Tingkat II Maluku Tenggara adalah yang tertinggi yaitu rata-rata 12,16 persen, dan
yang terrendah yaitu Maluku Tenggara sebesar 3,46 persen, sedangkan Maluku
Utara 4,28 persen, Maluku Tengah 4,99 persen, Halmahera Tengah 7,22 persen,
Kodya Ambon 8,43 persen.

Pendapatan masyarakat di dacrah ini meningkat dari tahun ke tahun,
apabila pada tahun' 1995 pendapatan masyarakat mencapai sebesar Rp.
1.339.620,-maka pada tahun 1997 telah meningka tmenjadi Rp.1.598.144.
(BKPMD Prop. Maluku, 8 : 1999 ) ™ | 1B

Jenis industri yang ada di Maluku dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga)
kelompok yaitu :

' 1. Aneka Industri
" 2. Industri Kimia Dasar

3. Industri Kecil

Perkembangan sektor industri ini di Maluku berupa jumlah unit usaha,
penyerapan tenaga kerja serta nilai investasi yang diserap selama kurun waktu 1993

sampai dengan 1997 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.




JUMLAH UNIT USAHA, PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN
INVESTASI SELAMA PELITA V TAHUN 1993 S/D 1997

NO | KLASIFIKASI | UNIT TENAGA KERJA | INVESTASI
USAHA (ORANG) (Milyar Rp)
1 2 3 4 5
Angka Industri
Thn. 1993 1.194 6.474 6.456
Thn. 1997 1.032 6. 833 15.180
2 Industri Mesin
Thn. 1993 1. 908 21.401 984. 186
Thn. 1997 2. 067 23.737 3.181. 584
3 Industri Kecil
Thn. 1993 6. 137 33. 139 6.190
Thn. 1997 2.552 7.868 2.909

Sumber : Kanwil Perindustrian Prop Maluku

C. Propinsi Maluku Pada Masa Konﬂik Hingga Sekarang

Tepat pada tanggal 19-20 Januari 1999, konflik berdarah Ambon mulai.
Konflik ini bukan hanya}. merebah, melainkan meluas menyebar ke seluruh
kepulauan Maliku. Sesuat yang mengerikan, yang dalam sejarah Republik belum
pernah terjadi, menjadi kenyataan; orang Kristen membunuh orang Muslim dan
orang Muslim membunuh 6@ Kristen Bagi masyarakat yang bcrsangkman,
perang saudara itu mau di sebut bagaimana , suatu malapetaka tanpa tara. Ribuan
orang mati dan terluka, lebih dari seratus ribu pengungsi, kota-kota dan kampong-

kampung hancur, dasar ekonomi pun hancur.




Ratusan Tahun lamanya orang-orang Maluku yang memang berjiwa
prajurit dapat me-manage kehidupan bersama dengan cukup damai. Sekarang
hubungan social itu hacur. Diganti olch nihilisme kebencian dan emosi dendam.

Sekarang konflik Maluku mengancam eksistensi bangsa. Emosi-emosi
dalam masyarakat-yamg mendengar bahwa saudara-saudara mereka dibantai-ﬁantai
sulit ditahan. Kalau konflik terus merambat dari Ambon ke Seram, ke Maluku
Selatan, ke Temate, ke Buru, ke Halmahera, ke seluruh kepulauan Maluku, sampai
meluap ke propinsi-propinsi lain akan tejadi situasi Nasional yang
kemungkinannya itdak dapat lagi ditangani oleh pemerintah nasional.

Siapapun dia, apabila dengan cermat mendengar dan membaca berita
_mnmngkonﬂmmm_dmmmmamhgimgpcmahkcsampasca:
kerusuhan pasti tidak percaya, dan. didalam lubuk Mﬁnya yang paling dalam
mengatakan Maluku telah hancur, Ambon bukan lagi Ambon Manise tapi Ambon
hangus. Maluku yang terkenal deggan seribu pulau itu bukan lagi daerah “Simbol
kerukuhan® antar umat beragama, tapi scbaliknya berubah menjadi dacrah “symbol
perpecahaan” antar umat beragama. Kini tersisa, puing-puing gedung yang hangus
terbakar, ribuan pengungsi yang menderita kelaparan, kondisi kesehatan yang
buruk, dan trauma psikologi yang mereka alami. Dan yang paling parah adalah
yang menjadikan konflik berkepanjangan yaitu masing-masing kelompok mamakai
nama “agama” sebagai alas an untuk berperang.

Konflik Maluku yang tclah menyebabkan hancurmya berbagai tatanan

kehidupan masyarakat Maluku akan memasuki Tahun keempat. Satu usia konflik




yang begitu lama dibandingkan dengan usia konflik sejenis yang pernah terjadi di
dalam Negar Kesatuan Republik Indonesia. Karena usianya yang begitu lama maka
konflik Maluku pernah melifuti wilayah konflik yang begitu iuas (bahkan meliputi
Propinsti Maluku Utara), melibatkan pelaku konflik yang begitu banyak dan
menyebabkan korban konflik yang begitu besar. Hasil penelitian dan perbandingan
oleh Lembaga Swadaya (LSM) Baku Bae menunjukkan bahwa korban konflik
Maluku empat kali lebih besar daripada korban konflik Aceh yang terjadi selama
23 Tahun. Satu julumiah yang sangat spektakuler karena justru terjadi dalam situasi
kehidupan kontemporer bangsa dan Negara Indonesia seria dilakukan sendiri oleh
antar sesame anak suku bangsa Maluku. Bahkan bila dibandingkan dengan konflik
sejenis yang terjadi di Poso dan Maluku Utara, Konflik Maluku lebih kompleks dan
dengan demikian diperkirakan akan lebih lama dan lebih sulit &iselesaikz;n. :
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan Konflik Maluku.
Dilakukan di tingkat l;)kal maupun di tingkat nasional ; oleh masyarakat maupun

oleh pemerintah. Terakhir atas mediasi dan fasilitasi dari Menkokesra Maluku di

Malino. Walaupun kesepakatan itu merupakan hasilkompromi dari perwaki
komunitas yang sem ini saling berhadapan di Maluku (Islam — »
sampai ini hari masih saja terjadi konflik secara sporadic pada tempat
tertentu, Dilakukan oleh sckelompok masyarakat yang sampai sekarang: belum
teridentifikasi. Dan tentu saja menimbulkan korbanyang terus berjatuhan dalam
jumlah yang tidak sedikit. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi Konflik masih

tetap ada di Maluku.




Kondisi dan situasi ini secara otomatis sangatlah -berpengaruh terhadap
pembangunan dan pertumbuhan di berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan
pertumbuhan ckonomi. Akibat serta dampak konflik yang terjadi adalah hancumya
infia struktur-infia struktur ekonomi, pusat pusat perdagangan dan industri yang
menjadi sumber pendapatan asli daerah tidak berjalan efektif dan scbagiannya
menjadi tempat yang rawan dan menyeramkan.

Menurut Bambang B. Soetjipto, Pembangunan ekonomi yang selam ini
telah menghasilican pertumbuhan yang tingg tcmyata. belum sepenu&uya dapat
mengatasi masalah kesenjangan antar dacrah. Sclam pembangunan jangka panjang
tahap I, perkembangan ekonomi antar daerak memperlihatkan rahwa Propiusi-
Propinsi di Pulau Jawa pada umumanya mengalami pc¢cmbangan ckonomit yang
lebih cepat dibandingkan dengan Pmpmsx di luar Jawa. Perbedaan perkembangan
antar dacrah terscbut menyebabkan terjadinya” kesenjangan kescjahiraan dan
kemajuan antar daerah. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi da sosial
di kawasas torscbut : pada tabn 1991 distribusi Prodiuk Domestik Regional Bruto
untuk KTI masih relative kecil yaitu 16,5 peresen dibandingkan KBI (Kawasan
Barat Indonesia) yang besarnya 83,5 persen. Dari total distribusi KTI scbesar 16,5
persen tersebut, sembangan Propinsi Maluku sebesar 0,8 persen. (Pietis, 46 : 2004 )

Jika dilihat dani sisi perckonomian, iaju pertumbuhan ckonomi di Propinsi
Maluku pada tahun 2000 tercatat sekitar 15,33 persen, dengan_ jumlah pendapatan
regional perkapita scbesar 2.007.960 rupish. Angks PDRB atas dasar harga

berlaku, pada tahun 2003 sebesar 3.613.865 (juta rupiah). Mengalami tambahan




sebesar 6,07 persen dari tahun 2002 yang hanya scbesar 3:407.021 (juta rupiah).
Kemudiaa bila PDRB ini dilihat atas dasac harga konstan 1993, maka PDRB pada
tahun 2003 adalah sebesar 1.361.653 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar
3,52 persen dari tahun 2002 yang sampai mencapai 1.315.340 juta rupiah. Angka
3,52 persen tersebut merupakan laju pertumbuhan ekonomi dacrah Maluku pada
tahun 2003 dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada tahun 2002.

Sektor ekonomi yang sangat mempengarvhi perckonomian Propinsi Maluku
adalah sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa-jasa serta sector
Industr Pengolahan Dilihat dari struktur ekonominya, maka terlihat bahwa untuk
wilayah KTI, kecuali kawasan Kalimantan, sector pertanian masih memegang
peranan penting diikuti olch sector jas_a dan pertambangan serta konstruksi .

Sejak. tahun 2000 perkembangan Industri di Propinsi Maluku mengalami
 kenaikan dibandingkan dengan tahun 1999/2000, hal ini karena situasi keamanan
yang semakin membmk, sedangkan tahun 2000 sampat dengan 2003 mengalami
pemngkamn Kcadaan tersebut thadl bmk pada kelompok Industri Aneka, Industri
Mesin Logam dan Kuma, Industri Hasil Pertanian dan Kehutaz;an maupun Industri
Kecil dan Kerajinan. Sedangkan jumlah usaha Pertambangan pada tahun 2003
adalah sebanyak 2 perusshaan. Jumlsh ini tidak mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produksi Pertambangan pada tahun 2002
hanya minyak bumi dengan produksi sebesar 1.212.687 barel. Produksi Listrik

PLN Wilayah IX Maluku sclama tahun 2003 adalah 195.320.366 KWH dengan




produksi tertinggi adalah PLN Cabang Ambon scbanyak 161.215.616 KWH (82,54
persen) diikuti PLN Cabang Tual sebanyak 34.104.750 KWH (17,46 persen).

Perkembangan nilai ckspor Maluku pada tahun 2003 mengalami penurunan
dari 142.505,69 US$ pada tahun 2002 menjadi 105.620,90 US$ pada tahun 2003
atau turun sebesar 25,88 persen. Perkembangan nilai ekspor Maluku pada tahun
2003 mengalami surplus bila dibandingkan dengan nilai impor. Yaitu nilai ekspor
Maluku pada tahun 2003 sebesar 105.620,90 USS, sedangkan nilai impor sebesar
6.794,05 USS$, schingga terjadi surplus ekspor terhadap impor sebesar 98.826,85
US$. Bila dibandingkan nilai surplus tahun 2002 ternyata mengalami penurunan
yaitu 139.308,69 USS$, sedangkan pada tahun 2003 sebesar 98.826,85 USS.

Pada Juni 1994 Pemcrintah ~melalui PP No. 20 thn 1994 (19 Mei)
mengeluarkan kebijakan baru, yaitu tentang kepemilikan saham Keluasan ini
antaranya berupa persyaratan investasi maupun cakupan bidang usaha yang bolch
dirambah oleh investor asing. Kontroversinya adalah PMA dapat menguasai 100
persen saham scbuah perusahaan di scluruh Indonesia. Untuk usaha patungan yang
harus dimiliki pihak pemerintah cukup 5 persen. Ditambah pemghapusan terhadap
pembataan nilai inveﬁmsi yang semula minimal UU$ 50 juta, dan turun menjadi
US$ 2 juta. Umtuk PMA join venture diijink_an untuk merambah sektor-sektor
yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Dari sisi lain terlihat adanya konsentrasi wilayah usaha yang tidak merata.
Dimana kawasan barat lebih diminati daripada kawasan timur. Melihat kenyatan

bahwa KTl merupakan kawasan berpotensi besar namun belum actual KTI




merupakan wilayah yang potensial dengan kekayaan alam yang dimilikinya, hanya
saja KTI selama int belum sepenuhnya digarap. Sat contohnya adalah pengelolaan
tambang di Irian Jaya oleh PT. Freeport sccara besar-besaran yang tidak hanya
menmberi devisa bagi Negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Sebagai salah
satu daerah di Kawasa Timur Indinesia, Propinsi Maluku diperparah lagi dengan
bencana kemanusiaan yang sangat kompleks. Kondisi keamana yang tidak stabil
tentunya mempengaruhi folume investai yang ada baik PMDN maupun PMA yang

boleh dikatakan masih sangat minim.




BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Konflik Ambon Terhadap Investasi Asing di Propinsi Maluku

Propinsi Maluku yang lebih dikenal scbagai daerah kepulauan karena
karakteristik wilayahnya yang terdiri atas pulau - pulau kecil, pulau — pulau sedang
dan pulau — pulau besar secara geografis sesuai Undang — Undang RI Nomor 46
Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki wilayah seluas 712.479,69 yang
meliputi lautan seluas 658.294,69 km2 dan wilayah daratan seluas 54.185 km2
schingga menunjukan bahwa du pertiga dari lus wilayah Propinsi Maluku ini
merupakan wilayah perairan dén sepertiga sisanya adalah wifayah daratan.

Kondisi geografis daerah tersebut bukan merupakan hambatan bagi
pertumbuhan ekonomi masyarkat, namun sebaliknya merupakan peluang dalam
pengembangan berbagai inveémi yang memiliki berbagi keunggulan komparatif
apabila dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini karna potensi sumber daya alam
yang terkandung di dalamnya cukup besar, terutama dari Sektor Perikanan,
Pertambangan, Kehutanan, Kepariwisataan dan sector pertanian serta sector Jasa
lainnya. Namun demikian bahwa potensi sumber daya alam yang tersedia tersebut
hingga saat ini belum dikelolah secara optimal sehingga masih memerlukan
penanganan secar intensif untuk menjadi kekuatan ekonomi dacrah yang produktif.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tersedia sangatlah membutuhkan




investasi yang cukup besar, sehingga perlu adanya upaya untuk menarik minat
investor dalam menanamkan modalnya di Daerah Malukukhususnya investor
Asing.

Sampai dengan saat ini kontribusi investai sektor swasta dalam
pembangunan di Daerah Maluku masih didominasi oleh investasi fasilitas
penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan (PMA). Adapun perkembangan
penanaman modal di Daerah Maluku yang menggunakan fasilitas Penanaman
Modal Asing (PMA) yang telah mendapat persetujuan Pemerintah adalah sebanyak
27 proyek dengan nilai investai sebesar US § 411,7 juta, dari rencana proyek
terscbut di atas yang telah tercalisasi adalah 13 proyek dengan nilai investasi

sebesarUS ‘$ 185,3 juta. _
" Melihat dari perkembangan penenaman t;mdal tersebut di atas menunjukan
bahwa masi sangat rendahnya relisasi proyek - proyek dibandingkan dengan
rencana yang telah disetujui Pemerintah, hal ini erat kaitannya dengan peristiwa
tragedi kemanusiaan yang terjadi di Propinsi Maluku sejak tanggal 19 januari 1999
yang hingga saat irt telah ber_langsu‘ng kurang lebih 4 tahun, menyebabkan kegiatar;
investasi menunmdraéﬁs bahkan seclama kurun waktu tersebut tidak ada minat
investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah ini dan lebih
memprihatinkan adalah terjadi eksodus/pengungsian beberapa perusahaan besar
Sektor Perikanan serta mengalihkan kegiatan usahanya di Propinsi lain karena

kondisi keamanan yang belum kondusif.




Kehidupan masyarakat Maluku yang sampai saat ini dikenal sebagai
masyarakat yang ramah dan terdiri dari berbagai suku dan agama hidup
berdampingan secara damai dan saling menghormati satu dengan lainnya schingga
sebagian besar masyarkat Indonesia menjuluki Propinsi Maluku sebagai Miniatur
Indonesia. Akan tetapi julukan ini tidak selamanya dapat dipertahankan lebih lama
akibat tragedi kemanusiaan yang telah meluluhkan seluruh sendi — sendi kehidupan
perekonomian masyarakat Maluku dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan para
investor terhadap jaminan kelangsungan aktifitas investasi di Propinsi Maluku.

Di lain pihak konflik sosial yang terjadi berdampak pada tatanan kehidupan
masyarakat, telah terbeniuk presepsi dan hidup yang melahirkan trauma sosial
individu, kelompok dan komunitas yang tingl@ sensitifitas yang tinggi. Sikap dan
tingkah l;lku masyarakat yang demikian rentan bila tidak ciisikapi dan diautisiéasi
akan menjadi kendala bagi pelaksanan tugas: - tugas umum pemerintahan,
pt_anyelenggaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Propinsi
Maluku.

Disisi lain aktifitas ekonomi masyarakat sektor informasi telah terukur dan
berkembang altcmaﬁf bidang usaha yang dapat mcmberﬂ;an jaminan  bagi
kalangsungan hidup keluarga di tengah kondisi perekonomian yang sedang
terpuruk. Kondisi seperti ini pula dicermati dan difasilitasi, dibina serta
dikembangkan untuk berperan dalam peningkatan kesejahtraan masyarakat sebagai

penopang perckonomian daerah Maluku di masa mendatang.




Terkait dengan kenyataan ini perlu adanya revitalisasi, redevenisi dan
reaktualisasi terhadap pembangunan dunia usaha yang meliputi usaha swasta, usaha
menengah kecil informasi tradisional yang diharapkan menjadi pilar perekonomian
nasional dengan melibatkan dinas / instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga
swadaya, organisasi profesi dan dunia usaha guna memfasilitasi kegiatan — kegiatn
yang mendukung terwujudnya kemandirian sektorusaha menengah, kecil, informasi
dan tradisional melalui program pemberdayaan usaha berbasis ekonomi kerakyatan
yang terlaksana secara terpadu dan terkodinir serta integralistis dan kmprehensif.

Persoalan penanamnan modal tidak hanya terbatas pada upaya percepatan
investasi dan realisasi pelaksanaan investasi di daerah, namun perlu juga
memperlm.tikan kondisi politik dan keamanan yang berlaku saat ini. Kegiatan
penanaman modal harus jﬁga mex:nberikan akses bagi masyarakat‘, lembaga dan |
organisasi guna memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat di dalam berbagai
aspek kehidupan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penanaman modal asing itu
sendiri harus dapat mencipﬁkan lapangan kerja yang seluas — luasnya dalam
rangka mengatasi tingkat pengangguran yang semakin hari cenderung mengalami
kenaikan disebabkan deh keterbatasan akses kemampuan, kurangnya pengetahuan
dan keterampilan serta kurang adanya peluang kerja yang terbuka.

Pengaru konflik SARA yang melanda seluruh daerah di Propinsi Maluku,
berdampak luas terhadap perkmbangan realisasi pelaksanaan penanaman modal

asing yang ditandai dengan berbagai kenyataan yang saat ini dialami, antara lain :




1. Menurunnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah
Maluku. Hal ini diindikasikan dengan hanya 3 (tiga) perusahaan yang sejak
tahun 1999 s/d 2003 dapat merealisasikan kegiatan karena kondisi
keamanan yang belum kondusif.

2. Tingkat produksi PMA menurun discbabkan karena tingginya biaya operasi
sebagai akibat naiknya harga berbagai komponen produksi schingga
perusahaan menghentikan sebagian kegiatan operasionalnya.

3. Berkurang dan terbatasnya lapangan kerja sebagai akibat tidak
beroperasinya beberapa perusahaan PMA dan bahkan ada perusahaan yang
telah mengalihkan usaha ke Propinsi lain.

4. Kurangnya penyebaran informasi potensi komod_iti unggulan dan kawasan
industri -yang ada serta kuratignya péluang usaha di daerah. Hal ini
discbabkan karena tidak bcdalan. secara efektif kegiatan promosi sebagai
akibat terbatasnya akses transportasi dan komunikasi.

Berkaitan dengan dampak konflik terhadap investasi asing di ropinsi
Maluk‘u, berikut ini data proyeck PMA yang beropcra;i di Propinsi maluku yang

disetujui pada tahun 2000 / 2005 dan tahun 1994 s/d 1999 :
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Keterangan Tabel IDan I :

- TK1 - Tenaga Kerja Indonesia
-TKA - Tenaga Kerja Asing
-MTB - Maluku Tenggara Barat
-8BB : Seram Bagian Barat
-JLH : Jumlah

Kondisi investai asing Propinsi Maluku pada periode 1994 — 1999 yang

terlihat pada table Tl bshwa berdasarkan jumilah perusahaan yang beroperai di

berbagai daerah di Propinsi Maluku adalah terdiri dari 10 (sepuluh) perusahan dan

kesemua proyek PMA tersebut secara aman dapat menjatankan aktifitas operasinya

dengan normal / aktif, oleh karcna pada periode terscbut stabilitas pelitik dan

keamanan daerah Maluku sangatlah kondusif serta ditambah dengan belum

tersentuhnnya potensi-potensi SDA yang meliinpah oleh para investor —investor

asing yang sebenamya sudah layak dickﬁploitasi_ dan eksplorasi. Potensi Sumber

Daya Alam yang melimpah ini tentunya jika didukung dengan kondisi keamanan

yang stabil maka sudsh pasti akin menjadi satu daya carik yang efektif untok
~ menarik minat investor asing dari “berbagai  Negara untuk mananamankan
modalnya di propinsi AMa'luku. Kéccndumngan ak.an meningkatnya 'invcstasi sing di
Propinsi Maluku tidaklah dapat dengan mudsh dipertahankan, hal ini discbabkan
kerusuhan yang besar-besaran melanda hampir semua pelosok daerah di Propinsi
Maluku. Dampak daripada konflik itu sendiri terhadap tingkat investasi asing di
Propinsi Maluku akan jelas terlihat pada komparasi jumlah proyek

PMA /perusahaan asing pada ke-Dua periode antara 1994-1999 dan 2000-20005.




Tepat Pada tahun 1999 konflik Maluku pecah dan akibat dari konflik
tersebut terdapat 4 (empat) perusahaan asing yang tidak dapat melanjutkan jin
operasitya secara total dengan alasan yang sama yaitu karena kondisi keamanan
dan keselamatan mereka dan perusahaannya tidak terjamin , sedangkan 6 (enam)
perusahaan lain tetap melanjutkan ijinnya, itupun ada beberapa di antara
perusahaan tersebut yang sampai saat ini belum dapat peroperasi dengan normal
atau tidak aktif.

Sesuai dengan gambaran yang ada pada tabel I diatas maka terlibat bahwa
secara kuantitatif jumlah proyek PMA/ perusahaan yang berinvestasi pada penodc
2000 s/d 2005 mengalami penurunan, walaupun berdasarkan jumiah perusahan,
penurunan ttu tidaklah signifikan jlka dﬁkmnpamsikn dengan data proyek PMA
yang beroperasi pada periode 1994 s/d 1999. jumiah perusahaan PMA yang telah
disetujui pemerintah untuk beroperasi di Propinsi Maluku pada periode 2000 s/d
.2005 adalah 9 (sembﬂan ) perushaan dengan bidang usaha yang berfanauf dan
bldang usaha yang sangat domnan adalah dibidang penkanan Diantara ke
sembilan perusahaan yang telah disetujui pemerintah, hanya 5 (lima ) pcmgahaau
yang dapat beropeméi walupun intensitas produksi tidak .terlalu maksiml dan
produktif jika dikomparasaikan pula dengan folume investasi asing pada periode
1994 -1999 yang cenderung meningkat, sedang kan 4 (empat) perusahaan lainnya
belum dapat menjalankan aktifitas perusahannya / tidak aktif. Sesuai dengan apa
yang ditemukan di lapangan bahwa seluruh Penanaman Modal Asing di Propinsi

Maluku adalah dalam bentuk join Investmen. kondisi investasi yang cenderung




memperihatinkan ini merupakan akibat kondisi sebagian wilayah Propinsi Maluku
yang belum stabil atau tidak kondusif serta trauma yang belum hilang akibat
tragedi kemanusiaan beberapa tahun lalu yang melanda seluruh wilayh di propinsi
Maluku.

Berdasarkan penjelasan ketua BKPMD Propinsi Maluku Ir. M. Z. Sangadji
melalui wawancara singkat dengan beliau pada tgl 1 oktober 2005 di ruang
kerjanya mengatakan bahwa ada juga sebagian perusahaan yang belum berakhir
ijin operasinya telah menghentikan aktifitas perusahaan atau menutup perusahaan
tersebut dan kemudian terjadi eksodus investor asing ke wilayah — Wilayah lain di
luar Maluku. Eksodus investor asing secara besar- besaran terjadi pada tahun 1999
— 2000. ironisnya lagi khusus di bidang perikanan, aktifitas penangkapan ikan
yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang beroperasi diperairan dan teritorial
Propinsi Mzluku di saat skala konflik masih meningkat, mereka tetap dilakukan
penangkapan namun kapal-kapal tersebut tidak berlabuh di pelabuhan dan dermaga

-dc:maga yang telah disediakan oleh pemerintah Propinsi Maluku dan pemerintah

tidak dapat berbuat apa-apa waladpun secamekom;mi sangat merugikan. aktifitag

penangkapan ini terus berlangsung kurang lebih 3 tahun oleh karena ‘

pemerintahan juga pada saat itu tidak normal akibat konflik yang terus met{ingkatw e

dan menyebar secara serentak di seluruh wilayah Propinsi Maluku. Konflik yang
terjadi bukan hannya menghancurkan berbagi infrastruktur ckonomi, fasilitas
umum, rumah — rumah masyarakat tetapi juga kantor Gubemur dan kantor

BKPMD ikut di bakar, di bumi hanguskan dengan lemparan — lemparan bom .




Faktor keamanan, kepastian hukum dan trauma sosial telah menjadi alasan
yang selalu dilontarkan oleh para investor-investor asing mengapa mereka harus
menghentikan aktifitas investasinya dan hengkang dari Propinsi Maluku. Kondisi
ini tentunya tidak dapat dibiarkan secara terus — menerus seperti  ini,Sudah
merupakan tanggung jawab pemerintah untuk bekerja keras dan melakukan
langkah — langkah antisipatif dan proaktif dalam rangka untuk menstabilkan
kondisi investasi yang sangat memprihatinkan ini .berkaitan dengan upaya untuk
menghadirkan investor asing maka berikut ini akan peneliti gambarkan langlkah —
langkah pemerintah untuk menstabilkan kondisi investasi di propinsi Maluku

melalui BKPMD Propinsi Maluku :

B. Upaya Pemerintah Propinsi Maluku Melalui Badan Koordinasi Penanaman
Modal Untuk Menghadirkan Investor Asing

Berdasarkan Pasal 24 dan2$ Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 02
Tahun 2001 tentang pcmbcnmkan Orgamsasx dan Tata Kega Lembaga teknis
Daerah Propinsi Maluku,'dinyamkan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dacrah Propinsi Maluku mempunyai tugas membantu Gubemur dalam
penyelenggaraan pemerintah di bidang penanaman modal.

Visi pembangunan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah :
“Terwujudnya Peningkatan Investasi Pecnanaman Modal Dalam Modal Asing
(PMA) ke Wilayah Maluku secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan
berbasis pada sumber daya lokal serta mendukung sistem ekonomi kerakyatan”.




Sebagaimana upaya mewujudkan Visi sebagaimana yang telah diuraikan di
atas maka secara umum misi yang diemban oleh Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah pada periode Tahun 2003 — 2008 adalah meningkatkan [nvestasi
pada sektor — sektor unggulan daerah serta mengembalikan kepercayaan para
investor terhadap kelangsungan berinvestasi di Propinsi Maluku. Langkah —
langkah konkrit guna mewujudkan misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan perbaikan dan pemulihan kembali perekonomian dan kondisi -
keamanan di daerah Maluku untuk menggerakan kegiatan investasi asing
yaitu telah diberikan jaminan keamanan dan keselamatan berusaha deﬁgan
ditingkatkannya keamanan pada lokasi-lokasi perusahaan-perusahaan asing

2. Mcv_vujwdkan_ kooxtdimsi dengan instansi terkait, pelaku usaha_ dan
perbankan serta pemerintah Kabupaten / Kota guna peningkatan
pengembangan investasi asing di dacrah.

3. Mewujudkan kegiatan penenaman modal asing yang lebih adil. Merata dan
| bcrwawasan lingkungan, melalui optimalisasi pemanf.aatan potensi sumbér
daya daerah. - \ |

4. Mewujudkan iklim investasi asing yang lebih ko;ldusif dan stabil untuk
meletakkan dasar investasi asing yang berkelanjutan.

5. Memberdayakan masyaral;at dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi
terutama pengusaha kecil dan menengah serta koperasi (PKMK), melatui

kesempatan berusaha dan kesempatan berkerja.




6. Mewujudkan supremasi hukum yang menjamin tegaknya kepastian hukum
dalam bidang penanaman modal asing.

7. Mewujudkan Otonomi daerah di bidang penanaman modal asing sesuai
dengan potensi dan kemampuan Daerah Kabupaten / Kota.

8. Mewujudkan kerjasama Internasional yang mengutamakan kepentingan
Nasional dalam rangka meningkatkan penanaman modal asing yang
didukung kegiatan promosi yang proaktif.

9. Membangun aparatur penanaman modal yang profesional berbaﬁis kinerja
guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Government).
Rencana dan pengembangnan penanaman modal asing Propinsl Maluku

tahun 2003 — 2008 disusun dan dxtetapkan program — program Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah Propinsi Maluku tahun 2003 — 2008 yang akan datang
dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) di
bidang penanaman modal dan Rencana Pembangunan Tahunana Dgerah
(REPETADA) di bidang perianaman modal dengan pendekatan prioritas program.

Progam - program prioﬁtaé Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Propinsi Maluku Tahun 2003 — 2068 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan rutin Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah Propinsi Maluku dengan telah dilakukannya

pemutakhiran data-data investasi asing.



Program ini di arahkan dengan tujuan untuk meningkatkan system dan
mekanisme kerja serta kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BKPMD
Propinsi Maluku.
. Pemantapan Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman
modal asing tingkat tngkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Regional dan
Nasional.
Program ini diarahkan dengan tujuan memantapkan koordinasi, sinkronisast
dan integrasi tentang arah dan kebijakan perencanaan pengembangan
penanaman modal asing di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi Regional dan
Nasional. Salah satu kegiatannya adalah penyiapan usulan bidang — bidang
usaha yang tertutup mutlak untuk penanamn modal asing dan bidang —
bidang usaha unggulan / prioritas.
. Penyusunan dan penetapan kebijakan penciptaan iklim investasi asing dan
iklim usaha yang kondusif di daerah. '
Program ini diarahl;:an dengan tujuan untuk memberikan kemudhan —
kcmudéhax; da.lam bentuk insentif khusus daerah,’ penyederhanaan “
ketentuan dan persyaratn penanaman modal asing, memberikan transparansi
dan kepastian hukum serta memberikan perlindungan dan jaminan
berinvestasi di daerah.
Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
a. Pemberdayaan Satuan Tugas penyeclesaian permasalahan penanaman
modal asing tingkat propinsi.




b. Penctapan bidang usaha unggulan sesuai potensi dan daya dukung
Kabupaten/Kota  dalam  bentuk bidang -  bidang usaha
unggulan/prioritas.

c. Penyiapan usulan bidang — bidang usaha tertutup mutlak untuk
penanaman modal, PMA dan bidang usaha unggulan / prioritas

d. Penectapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan
kewenangan daerah kabupaten/Kota.

e. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk menyiapkan
kawasan industri bagi kegiatan investasi asing.

f Memfasilitasi dunia usaha untuk memperoleh bantuan modal/kredit
usaha dari berbagai lembaga perbankan.

4. Penyebarluasan informasi peraturan — peraturan dan kebijakan penanaman
modal asing,

Program ini diarahkan giengsm' tujuan tersebarnya informasi tentang

peraturan — peraturan dan kebijakan penanaman modal dacrah dan nasional

kepada instansi seckait dan masyarakat kiwsusaya pelaku usaba.

5. Program pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA),
Program ini diarahkan dengan tujuan untuk mempercepat realisasi
pelaksanaan PMA sesuai surat persetujuan penanaman modal asing,
memantau pelanggaran / penyimpangan serta masalah — masalah yang
dihadapi PMA dalam kegiatan operasionalnya.

6. Promosi dan Kerja sama Penanaman Modal asing.




Program ini diarahkan dengan tujuan untuk membangkitkan minat

berinvestast bagi para calon penanam modal asing.

Kegiatan yang akan dilaksnakan antara lain :

a. Penyelanggaraan promosi penanaman modal asing baik dalam maupun
luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha dn lokakarya.

b. Pengiriman misi penanaman modat asing ke daerah lain dan luar negeri.

c. Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan
kebijakan pemerintah pusat.

d. Pcnyiapan materi perjanjian dalam‘rangka ketjasama sub regional di
bidang penanaman modal asing dengan méman&atkan keqasama
ekonomi sph mgiopal Asean (KESR-ASEAN) Brunei Darussalam-
Indonesia-Malaysia-Philippines East Groet Area. (BIMP-EAGA).

7. Pengembangan dan identifikasi potensi Serta peluang investasi asing di
daerah.
ST in dengan tujuan untuk menyediakan data potensi
- komoditi/produk unggulan dacrah dan peluang usaha daerah untuk
discbarluaskan kepada masyarakat pelaku usaha.
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan aparatur pemerintah dan pelaku usaha daerah.

9. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Asing.




Program ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan prima

bagi pelaku usaha guna menggairahkan minat berusaha di daerah.

Kegiatan — kegiatan yang akan dilaksanakan antara fain :

a. Pembernian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasn PMA atas
bidang usaha / proyek

b. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMA atas persetujuan
proyek sebagaimana dimaskud pada hurufa ;

c. Pembenian perizinan perubahan rencana penanaman modal aSing dalam
rangka PMA scbagaiman dimaksud dalam huruf a. meliputi :

1. Angka Pengenal Importir Terbatas ( APIT )

2. [zin Mcmpcrkcxjalqan Tcnaga cha Warga Negara Asing (IKTA)
berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui olch
instansi yang berwewenang di bidang keimigrasian ;

3. Izin Usaha Tetap (UIT) / Izin Usaha Perluasan.

d. Pemberian insentif khm penanaman modal' yang mcn.;adx

kemgannya;' .

10. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal (Simpedal) di Daerah.
Program ini diarahkan dengan tujuan untuk menyediakan PMA, potensi
dan produk unggulan daerah dalam bentuk situs web guna disebarluaskan.
Kegiatan — kegiatan yang akan dilaksanakan antara lam :
a. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyck

PMA.




b. Pengumpulan dan pemutakhiran data serta informasi promosi

penanaman modal daerah.

¢. Pengumpulan dan pengolahan data profil investasi Kabupaten / Kota.

Dalam rangka meningkatkan investasi asing seta memperiuas pasar produk
hasil kelautan dan perikanan, Dep. KP melakukan promosi investasi ke Denmark
dan Belanda tanggal 25 Mei s.d. 2 Jumi 2005. Fokus kegiatan pada promosi
investasi adalah pengembangan induisti rumput laut dan pembangunan sektor
kelautan dan perikanan di provinsi Maluku. Promosi ini dilakukan oleh Gubemur
Maluku beserta staff dan jajaran Ditjen PK2P.
Acara promosi diisi dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pertemuan dengan National Fisheries Policy — Denmark
National Fisheries Policy adalah sebuah lembaga setingkat Direktorat Jenderal
di bawah Departemen Pan_gaﬁ, Pertanian dan Perikanan — kerajaan Denmar. -
Institusi  ini mcmpakan kepanjangan tangan pemerintah yang berfungsi
. melakukan mana;emen di bxdang penk‘anan Promosi investasi sektor keiaugrr 6%\
dan perikanan dilakukan pada tangal 26 Mei 2005 dan diterima olah \Mr J 4
Morgan Schou, direktur National Fisheries Policy. | |
Direktur National Fisheric Policy menjelaskan mekanisme manajemen
pnmékapan ikan di Uni Eropa. Penangkapan ikan di Uni Eropa diatur oleh

suatu lembaga di bawah Uni Eropa. Lembaga ini melakukan stock assessment



yang kemudian membagikan kuota cpangakapan pada negam anggota Uni
Eropa.

Akibat sistem kuota tersebut, banyak armada penangkapan ikan Denmark yang
terpaksa tidak diperkenankan operasional. Schubungan dnegan ity
dimungkinkan kerjasama penangkapan ikan yang sifatnya penanaman modal
asing dalam upaya memperkuat aramada penangkapan itkan Indonesia sekaligus
mengurangi pencurian ikan. Menyikapi hal ini, delegast Indonesia menjelaskan
bahwa Indoiensai membolehkan usaha penangkapan ikan oleh PMA untuk
dioperasionatkan di wilayalt ZEEIL Pemerintah mempersiapkan 3 skema PMA
di bidang penangkapan ikan yaitu sistem purchase and installment, joint
venture, dan lisensi.

Di samping itu, Direktur National Fishery Policy menerangkan pengembangan
SDM sektor perikanan dcngan membangun sckolah maritim nbertaraf
intémas‘ional yaitu World Maritime Institute. Institusi ini merupakan unit
pelaksana teknis Departemen Pangan, Pertanian dan Perikanan yang berfungsi
dalasn pengembangan SDM. Dalam @ya pengembangan sb;w, Direktur
National Maritime Policy menawarkan kcgasama pendidikan bagi pemuda

nelayan Indonesia.

2. Pertemuan dengan Danks Industri - Denmark

Dansk industri merupakan kamar dagang Denmark. Acara promosi dilakukan
pada tanggal 27 Mei 2005 jam 10.00-12.15 bertcmpat di Dansk Industni

Building. Pertemuan diterima olek Mr. POULMELGAARD JENSEN daa 7HE




DANISH SEAFOOD INDUSTRY, staff dari perusahaan MAERSK (transportasi
laut) dan MR. OLSEN dari DANISCO (industri pengolahan rumput laut).
Acara diisi dengan pemaparan olech Departemen Kelawtan dan Perikanan
tentang potensi dan kebijakan pembangunan sektor perikanan di Propinsi
Maluku, Pemaparan lingkup usaha THE DANISH SEAFOOD INDUSTRY,
MAERSK DAN DANISCQO serta permasalahannya.

Pihak Dansk industri menerangkan permasalahan yang dihadapi yaitu
menurunnya volume penangkapan ikan yang berakibat pada diberlakukannya
sistem oleh Uni Fropa. Kebijakan ini menycbabkan terdapat armmada
penangkapan yang tidak operasional dan membebani pemerintah yang
mempunyai kcwa;xban mcm_bcrikan }(ompépsasi. Schubungan dengan itu,
dibicarakan kemungkinan kerjasama pengalihan armada ikan dalam upaya
pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia. Disamping itu, beliau juga
mengingatkan pentingnya peningkatan mutu produk hasil perikanan yang akzm
diekspor ke Uni Eropa karena Uni Eropa menerapkan food safety policy.
Pertemuan dengan MAERSK Company diisi dengan kemungkinan kerjasama
pengangkutan produk hasil perikanan Maluku khususnya produk perikanan dan
kemungkinan pembangunan pelabuhan perikanan oleh swasta.

Danisco merupakan perusahaan besar keempat di Denmark yang bergerak di
pengolahan rumput laut. Perusahaan ini memproduksi semi refine dan bubuk
rumput laut yang kemudian diolah menjadi bahan industri kimia dan kosmetik.

Perusahaan ini mempunyai cabang di Bali yang telah melakukan pembinaan




dan pembelian rumput kering. Dalam acara temu bisnis ini, pihak Danisco
bersedia melakukan ekspansi usaha di Maluku, melakukan pembinaan budidaya
rumput laut dan melakukan jaminan pasar rumput laut kering,
Pertemuan dengan The Industrialisation Fand - Denmark
Pertemuan ketiga dilakukan dengan THE INDUSTRIALISATION FUND pada
tzmgg:ﬂ 27 Mei 2005 bertempat di THE INDUSTRIALISATION FUND
building. THE INDUSTRIALISATION FUND merupakan lembaga keuangan
yang dimiliki oleh pemerintah Denmark bertujuan membantu pembangunan di
negara-negara berkembang. Lembaga ini didinkan pada tahun 1967 dengan
total asset kurang lebih DKK 6,081 million. Lembaga ini membiayai proyek-
proyek swasta yang begjumlah 530 proyek dan tersebar di 71 negara.
Di Indonesia lembaga ini telah membiayai kegiatan :
« Bekerjasama dengan Broncharter yang bergerak dibidang penangkapan
ikan
- DBekerjasama dengan Cowi yang bergerak dibidang komputer dan rel
kereta api |
« Bekerjasama dengan Danindo yang bergerak dibidang penangkapan
» Bekerjasama dengan Dankaffe yang bergerak di bidang makanan dan
minuman
» PT Aalborg Industries yang bergerak di bidang pabrik metal

« PT Wahana Derby yang bergerak di bidang cold storage




Lembaga ini menawarkan kerjasama usaha yang sifatnya komersial dengan
skema pendanaan 35% dan THE INDUSTRIALISATION FUND, dan 65%
lainnya dari pihak swasta, sindikasi lembaga keuangan lainnya.

Pertemuan Dengan Viserijcooperatie URK — Belanda

Pertemuan dengan VISERIJCOOPERATIE URK dilakukan pada tanggal 30
Mei 2005 bertempat di kantor VISERLICOOPERATIE URK. Acara diisi
dengan pemaparan potensi perikanan Provinsi Maluku dan hal ikhwal
VISERIICOOPERATIE URK. Pertemuan dihadini oleh 7 staff
VISERIJCOOPERATIE URK, 1 DKP, 10 orang delegasi Pemda Propinsi
Maluka dan 7 staff KBRI Beianda.

VISERIICOOPERATIE URK mcrupakaq koperasi nelayan yang telah berumur
80 tahun K;}perasi ini awalnya bcmggotakan 8 orang dan terbentuk akibat
naiknya bahan bakar minyak. Sekarang ini; VISERIJCOOPERATIE URK

merupakan koperasi yang menyediakén faktor input. Koperasi ini juga

'mcnycdiakan faktor input bagi 6 koperasi nelayan di kerajaan Belanda. |

Koperasi VISERUCOOPERATIE URK beranggotakan 130 orang yang
memiliki kapal trawi dengan panjang rata-rata 40-50 meter.

Di wilayah industri perikanan URK, berdiri 6 unit cold storage yang memiliki
kapasitas besar yang menampung hasil tangkapan nelayan dan produk import
dari berbagai negara.

Dalam acara ini, juga dibicarakan kemungkinan pengalihan kapal penangkapan

tkan yang tidak operasional (akibat pembatasan oleh Uni Eropa) kepada Pemda




Maluku sebanyak 2 buah. Pengalihan ini diupayakan melalui skema bantuan
yang disediakan oleh Pemerintah Belanda. Sehubungan dengan itu, pthak KBRI
Belanda akan memfasilitasi kegiatan ini yang akan diawali dengan
penandatanganan MoU antara VISERIJCOOPERATIE URK dan Pemda
Maluku.

5. Pertemuan dengan Manuputty Coorporatty Asia PT ELTD - Belanda
MANUPUTTI CORPORATION ASIA PTE LTD merupakan perusahaan yang
bergerak di bidang konsultan keuangan dan investasi. Perusahaan ini
merupakan partner Departemen Kelautan dan Perikanan dalam proyek
pembangunan perikanan terpadu di Propinsi Bengkulu yang sudah
mendapatkan persetujuan dari p_arlcmcp Belanda.

Pertemuan dengan Pemda Maluku dan MANUPUTTI CORPORATION ASIA
PTE LTD bertujuan agar MANUPUTTI CORPORATION ASIA PTE LTD
dapat memfasilitasi pendanaan uniuk pembangunan sektor perikanan di
Provinsi Maluku. Unfuk maksud terschut, MANUPUTTI CORPORATION
" ASIA PTE LTD akan melakukan kunjungan ke Proﬁngi Maluku tanggal 13 —
15 Juli 2005 untuk menandatangani Minutes of Meeting dan surat perﬁyataan
Pemda Maluku yang menunjuk MANUPUTTI CORPORATION ASIA PTE
LTD scbagai fasilitator pembangunan proyek-proyek perikanan di Provinsi

Maluku. (Sumber: Ditjen PK2P)



BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini,
maka penulis dapat mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menurunnya minat investasi asing yang mengakibatkan terjadi kelangkaan
investor asing di Propinsi Maluku serta tidak terealisasinya izin yang telah
diberikan oleh pemerintah Propinsi Maluku terhadap perusahaan perusahaan
asing untuk yang akan beroperasi di Propinsi Maluku Kondisi investasi yang
memprihatinkan ini - tidak terlepas dari dampak Tragedi Berdarah (konflik
Ambon) yang melanda Propinsi Maluku tepat pada tahun 1999 , indikasinya
adalah : 1).terjadinya eksodus beberapa investor asing ke daerah —daerah lain di
lnar Maluku 2). tidak lagi diperpanjangnya ﬁn opersi PMA beberapa
perusahaan .di Propinsi Maluku pada peﬁoae 2000 — 2005. 3). Beberapa
pcmsahaanyang meﬁpexpanj'mig izinnya namun belum dapat mcnjalankan
aktifitas operasinya / tidak aktif. 4). jumlah perusahaan mengalami penurunan
secara kuantitatif pada periode 2000-2005 dibandingkan dengan periode 1994-
1999.

2. Berkaitan dengan upaya untuk menarik investor asing untuk menanamkan
modalnya di Propinsi Maluku, maka Pemerintah melalui Badan Koordinasi

Penanaman Modal Daerah (BKPMD) sebagaimana upaya mewujudkan Visi




yang telah diuraikan oleh peneliti dalam hasil penelitian di atas adalah
meningkatkan investasi asing pada sektor — sektor unggulan daerah serta
mengembalikan kepercayaan para investor asing terhadap kelangsungan
berinvestasi di Propinsi Maluku antara lain adalah Mewujudkan perbaikan dan
pemulihan kembali kondisi keamanan , ekonomi untuk menggerakan kegiatan
investasi, mewujudkan supremasi hukum yang menjamin tegaknya kepastian
hukum dalam bidang penanaman modal, danmewujudkan kerjasama
internasional yang mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka
meningkatkan penanaman modal yang didukung kegiatan promosi yang

proaktif.

'B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis hendak mengajukan saran
— saran sebagai berikut :

1. Dengan kondisi kea:ﬁanan Propinsi Maluku yang semaidn kondusif saat
ini pemerintah perlu terus mengawal dan mcmpertahankgn kondisi ini serta terus
melakukan langkah " langkah .rekonsi.liasi untuk memperkokoh kembali
kebersamaan dan rasa damai sesama masyarakat Maluku sebab ini bukan hanya
merupakan harapan masyarakat maluku saja tetapi juga harapan seluruh bangsa
Indonesia, dan para investor asing yang sadar akan potensi yang dimiliki Propinsi

Maluku.



2. Pemerintah Propinsi Maluku melalui Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPMD) perlu mengintensifkan promosi bukan hanya tentang potensi dan
keunggulan sumber daya alam yang dimiliki oleh Propinsi Maluku saja tetapi juga
perlu meyakinkan para pelaku — pelaku usaha dan investor asing akan kondisi
keamanan propinsi Maluku yang telah normal, terutama para investor — investor
asing yang pernah menanamkan modalnya di Propinsi Maluku dan tidak lagi

memperpanjang izinnya akibat konflik yang terjadi .
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